
KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

SALINAN

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA

NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

REGISTRASI SEMENTARA DAN REGISTRASI BERSYARAT
BAGI DOKTER DAN DOKTER GIGI WARGA NEGARA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAI-IAESA

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

Menimbang a. bahwa untuk menjaga kepentingan bangsa dan negara
serta untuk memberikan perlindungan dan kepastian
hukum kepada penerima jasa pelayanan medis maupun
Dolder dan Dckter Gigi Warga Negara Asing yang akan
melakukan Praktik Kedoktcran di Indonesia, diperlukan
pengaturan tcntang Registrasi Sementara dan Registrasi·
Bersyarat bagi Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara
Asing;

h. bahwa ketentuan terkait Registrasi Sementara dan
Registrasi Bersyarat bagi Dolder dan Dokter Gigi Warga
Ncgara Asing yang berlaku saat ini sudah tidak sesuai lagi
dcngan pcrkernbangan hukum dan kebutuhan
penyelcnggaraan Praktik Kedokteran sehingga perlu
dilakukan revisi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 29 Tahun
2004 tentang Praktik Kedokteran, perlu menetapkan
Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia tentang Registrasi
Scrncntara dan Registrasi Bersyarat untuk Dokter dan
DokLcr Gigi Warga Ncgara Asing;

Mengingat 1. Undang-tJndangRcpublik Indonesia Nomor 13 Tahun
2003 ten tang Kercnagakerjaan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan
Lembarar; Ncgara Rcpublik Indonesia Nomor 4279);

2. Unclang--Undang ...
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2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4301);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun
2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun
2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011
tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5216);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41
Tahun 2006 Tentang Perizinan Melakukan Kegiatan
Penelitian dan Pengembangan Bagi Perguruan Tinggi
Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing,
Badan Usaha Asing, dan Orang Asing (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4666);

10. Peraturan ...



Menetapkan

-3-

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31
Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
68, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409);

11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun
1995 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara
Asing Pendatang;

12. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Republik Indonesia Nomor PER.02/MEN/Ill/2008 tentang
Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

Peraturan Menteri
Nomor 49 Tahun
Pemantauan Orang
Asing di Daerah;

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 50 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis
Pemantauan Tenaga Kerja Asing di Daerah;

13. Dalam
2010

Asing

Negeri Republik Indonesia
Tentang Petunjuk Teknis

dan Organisasi Masyarakat

15. Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 6 Tahun
2011 tentang Registrasi Dokter dan Dokter Gigi (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 354);

16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
2052/Menkes/Per/X/2011 tentang Izin Praktik dan
Pelaksanaan Praktik Kedokteran (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 671);

17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor
67 Tahun 2013 tentang Pendayagunaan Tenaga
Kesehatan Warga Negara Asing (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1320);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA TENTANG
REGISTRASI SEMENTARA DAN REGISTRASI BERSYARAT
BAGI DOKTER DAN DOKTER GIGI WARGA NEGARA ASING.

BAB I ...
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BAB I
KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh
Dokter dan Dokter Gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya
kesehatJn.

I
2. Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dan

dokter gigi spesialis lulu san pendidikan kedokteran dan kedokteran gigi
baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah
Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

3. Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Asing, yang selanjutnya disebut
Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA adalah Dokter dan Dokter Gigi yang
bukan warga negara Indonesia lulusan pendidikan kedokteran dan
kedoktcran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh
Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

4. Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara Indonesia, yang selanjutnya disebut
Dokter dan Dokter Gigi adalah Dokter dan Dokter Gigi bangsa Indonesia
asli dan dokter dan dokter gigi bangsa lain yang disahkan dengan
undang- undang sebagai warga negara Indonesia.

5. Registrasi adalah pencatatan resmi terhadap Dokter dan Dokter Gigi yang
telah memiliki Sertifikat Kompetensi dan telah mempunyai kualifikasi
tertentu lainnya serta diakui secara hukum untuk melakukan tindakan
profesinya.

6. Registrasi Sementara adalah pencatatan resmi terhadap Dokter WNA dan
Dokter Gigi WNA yang diakui secara hukum untuk melakukan kegiatan
dalam rangka pendidikan, pelatihan, penelitian, pelayanan kesehatan di
bidang kedokteran atau kedokteran gigi yang bersifat sementara di
Indonesia.

7. Registrasi Bersyarat adalah pencatatan resmi terhadap Dokter WNA dan
Dokter Gigi WNA yang diakui secara hukum untuk mengikuti pendidikan
dan pelatihan kedokteran spesialis atau kedokteran gigi spesialis di
Indonesia.

8. Surat Tanda Registrasi Sementara Dokter dan Dokter Gigi, yang
selanjutnya disingkat STR Sementara adalah bukti tertulis yang diberikan
oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada Dokter WNA dan Dokter Gigi
WNA untuk melakukan kegiatan dalam rangka pendidikan, pelatihan,
pene1itian, pelayanan kesehatan di bidang kedokteran atau kedokteran
gigi yang bersifat sementara di Indonesia.

9. Surat ...
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9. Surat Tanda Registrasi Bersyarat Dokter dan Dokter Gigi, yang
selanjutnya disingkat STR Bersyarat adalah bukti tertulis yang diberikan
oleh Konsil Kedokteran Indonesia kepada Dokter WNA dan Dokter Gigi
WNA sebagai peserta program pendidikan dokter spesialis atau peserta
program pendidikan dokter gigi spesialis untuk mengikuti pendidikan dan
pelatihan kedckteran y kedokteran gigi di Indonesia.

,
Konsil Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKI adalah
suatu b+dan otonom, mandiri, nonstruktural, dan bersifat independen,
yang ter1iri atas Konsil Kedokteran dan Konsil Kedokteran Gigi.
Konsil Kedokteran, yang selanjutnya disingkat KK adalah organ di dalam
KKIyan~ melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang KKI untuk profesi
Dokter. I
Konsil Kedokteran Gigi, yang selanjutnya disingkat KKG adalah organ di
dalam KKI yang melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang KKI untuk
profesi Dokter Gigi.
Sertifikat Kompetensi adalah surat tanda pengakuan terhadap
kemampuan seorang Dokter atau Dokter Gigi untuk menjalankan Praktik
Kedokteran di seluruh Indonesia yang diterbitkan oleh Kolegium terkait
setelah lulus Uji Kompetensi.
Sertifikat Kualifikasi Tambahan adalah surat tanda pengakuan terhadap
kemampuan tambahan seorang Dokter atau Dokter Gigi dalam rangka
penguatan kompetensi tertentu untuk menjalankan Praktik Kedokteran di
seluruh Indonesia yang diterbitkan oleh Kolegium terkait setelah selesai
pendidikan dan 'atau pelatihan dalam rangka pembelajaran sepanjang
hayat.
Surat Keterangan Sehat Fisik dan Mental adalah bukti tertulis yang
dikeluarkan oleh Dokter warga negara Indonesia yang memiliki surat izin
praktik tentang keadaan kesehatan fisik dan mental yang memungkinkan
Dokter dan Dokter Gigi dapat melakukan Praktik Kedokteran di Indonesia
sesuai dengan kompetensi yang dimiliki.
Surat Izin Praktik, yang selanjutnya disingkat SIP adalah bukti tertulis
yang diberikan pemerintah kepada Dokter dan Dokter Gigi yang akan
menjalankan Praktik Kedokteran di Indonesia setelah memenuhi
persyaratan.
Program Pendidikan Dokter Spesialis, yang selanjutnya disingkat PPDS
adalah program pendidikan pasca sarjana yang dilaksanakan dalam
rangka menghasilkan dokter spesialis.
Program Pendidikan Dokter Gigi Spesialis, yang selanjutnya disingkat
PPDGS adalah program pendidikan pasca sarjana yang dilaksanakan
dalam rangka menghasilkan dokter gigi spesialis.

Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan dengan memperoleh
imbalan jasa dan pelayanan kesehatan tanpa imbalan jasa.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20. Pendampingan ...
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20. Pendampingan adalah proses mendampingi yang dilakukan oleh Dokter
WNI atau Dokter Gigi WNI untuk menerima alih teknologi dan alih
keahlian dari Dokter WNA atau Dokter Gigi WNA.

21. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode
ilmiah ~ecara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan
keterangkn yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian
kebenar~n atau ketidakbenaran suatu asumsi danj atau hipotesis di
bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah
bagi kepjrluan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

22. Alih Ilmu Pengetahuan dan Teknologi di bidang KedokteranjKedokteran
Gigi, yang selanjutnya disingkat Alih Iptekdok adalah Praktik Kedokteran
yang dilakukan oleh Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA dalam rangka
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan medis Dokter WNI dan
Dokter Gigi WNI yang secara langsung berhubungan dengan pasien.

23. Institusi Pendidikan adalah fakultas kedokteran, fakultas kedokteran gigi,
institusi yang melaksanakan program pendidikan dokter spesialisj dokter
gigi spesialis yang telah terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang- undangan yang berlaku.

24. Organisasi Profesi adalah Ikatan Dokter Indonesia untuk dokter dan
Persatuan Dokter Gigi Indonesia untuk dokter gigi.

25. Kolegium adalah badan yang dibentuk oleh Organisasi Profesi untuk
masing-masing cabang disiplin ilmu di bidang kedokteran dan kedokteran
gigi yang bertugas mengampu cabang disiplin ilmu terse but.

26. Majelis Kolegium Kedokteran Indonesia, yang selanjutnya disingkat MKKI
adalah organ dalam lingkungan Organisasi Profesi yang beranggotakan
para Ketua Kolegium di bidang kedokteran yang mengoordinasikan
kegiatan Kolegium-Kolegium tersebut.

27. Majelis Kolegium Kedokteran Gigi Indonesia, yang selanjutnya disingkat
MKKGI adalah organ dalam lingkungan Organisasi Profesi yang
beranggotakan para Ketua Kolegium di bidang kedokteran gigi yang
mengoordinasikan kegiatan Kolegium-Kolegium tersebut.

28. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut
RPTKA adalah rencana penggunaan tenaga kesehatan warga negara asing
pada jabatan tertentu yang dibuat oleh pengguna tenaga kerja asing
untuk jangka waktu tertentu.

29. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat IMTA
adalah izin tertulis yang diberikan oleh Menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang
ditunjuk kepada pengguna tenaga kerja asing.

30. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, yang selanjutnya disebut Ditjen
Dikti adalah unit kerja yang menangani urusan pendidikan tinggi pada
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Pasa12 ...
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Pasal2·

Registrasi Dokter WNAdan Dokter GigiWNAbertujuan untuk:

a. melakukan pencatatan resmi Dokter WNAdan Dokter Gigi WNAyang telah
terregistrasi di Indonesia;

b. menyatakln Dokter WNA dan Dokter Gigi WNAyang terregistrasi telah
kompeten~ mempunyai kualifikasi tertentu lainnya dan diakui secara
hukum urtuk melakukan Praktik Kedokteran yang bersifat sementara di
Indonesiai

c. melindun~i masyarakat dan individu dari tindakan kedokteran atau
kedokteraln gigi yang dilakukan Dokter WNAdan Dokter Gigi WNAyang
tidak berwenang dan tidak kompeten;

d. meningkatkan mutu Praktik Kedokteran yang diberikan Dokter WNAdan
Dokter GigiWNAdi Indonesia; dan

e. meningkatkan fungsi pembinaan terhadap Dokter WNA dan Dokter Gigi
WNAdalam pelaksanaan Praktik Kedokteran di Indonesia.

BABII
PERSYARATANUMUM

Bagian Kesatu
Umum

Pasa13
(1) Setiap Dokter WNAdan Dokter Gigi WNAyang akan melakukan Praktik

Kedokteran di Indonesia wajib melakukan Registrasi.

(2) Kewajiban melakukan Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan untuk kegiatan Praktik Kedokteran.

(3) Registrasi Dokter WNAdan Dokter GigiWNAsebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk mendapatkan STR Sementara dan STR Bersyarat yang
diterbitkan oleh KKI.

(4) STR Sementara dan STR Bersyarat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
hanya dapat diberikan kepada Dokter WNAdan Dokter Gigi WNAyang
berasal dari negara yang terdapat hubungan bilateral antara Negara
Republik Indonesia dengan negara asal.

(5) Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) telah menandatangani
perJanJlan di bidang kedokteran dan kedokteran gigi melalui Organisasi
Profesi.

Pasa14 ...
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Pasa14

(1)

(2)

Praktik f,(edokteran yang dilakukan oleh Dokter WNA dan
WNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan
bidang kFdokteran atau kedokteran gigi meliputi:
a. mernberikan pendidikan danJ atau pelatihan;
b. mengikuti pendidikan danJ atau pelatihan;
c. mernberikan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran dan

kedo~teran gigi;
d. mernberikan pelayanan kesehatan dalam rangka bakti sosial di bidang

kedokteran dan kedokteran gigi; dan
e. mela~ukan penelitian di bidang kedokteranJkedokteran gigi.

Mernberikan pendidikan danJatau pelatihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, terdiri atas :
a. memberikan pendidikan danJ atau pelatihan dalam rangka Alih

Iptekdok;
b. memberikan pendidikan danJ atau pelatihan dalam rangka pendidikan

formal sebagai tenaga pendidik profesi pada Institusi Pendidikan.

Mengikuti pendidikan danJ atau pelatihan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, terdiri atas :
a. mengikuti pendidikan dan / atau pelatihan kedokteran spesialisJ

kedokteran gigi spesialis sebagai peserta PPDS atau PPDGS;
b. mengikuti pendidikan danJatau pelatihan di bidang kedokteran dan

kedokteran gigi dalam rangka penguatan kompetensi.

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir c hanya
dapat dilakukan oleh Dokter WNAdan Dokter Gigi WNAyang berasal dari
negara yang telah menandatangani perjanjian di bidang kedokteran dan
kedokteran gigi dengan Pemerintah Republik Indonesia.

Pelayanan kesehatan dalam rangka bakti sosial di bidang kedokteran dan
kedokteran gigi harus mendapatkan izin penyelenggaraan kegiatan bakti
sosial dari Menteri Kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Dokter Gigi
kegiatan di

(3)

(4)

(5)

Pasa15

(1) Dokter WNAdan Dokter Gigi WNAyang akan memberikan pendidikan dan
pelatihan dalam rangka Alih Iptekdok untuk waktu tertentu sebagaimana
dimaksud pada pasal 4 ayat (2) huruf a tidak memerlukan STR Bersyarat.

(2) Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus mendapat persetujuan dari KKI.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dokter WNA dan Dokter Gigi WNAyang
akan memberikan pendidikan dan pelatihan dalam rangka Alih Iptekdok
untuk waktu terterrtu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan
Peraturan KKI.

Bagian Kedua ...
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Bagian Kedua
Evaluasi Dokter WNAdan Dokter Gigi WNA

Paragraf 1
Dokter WNAdan Dokter Gigi WNALulusan Institusi Pendidikan Luar Negeri

Pasa16

(1) Setiap Dokter WNAdan Dokter Gigi WNAlulusan Institusi Pendidikan luar
negeri y4ng akan melaksanakan Praktik Kedokteran di Indonesia harus
mengikuti proses evaluasi.
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk
memenuhi persyaratan Registrasi Sementara dan Registrasi Bersyarat.

(2)

Pasa17

(1) Evaluasijsebagairnana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
a. evaluasi administratif;
b. evaluasi kompetensi.

(2) Evaluasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
meliputi penilaian:
a. keabsahan dan kesetaraan ijazah serta sistem pendidikan akademik;
b. keabsahan dan kesetaraan sistem pendidikan profesi dan kompetensi;
c. standar pelayanan medis dan standar profesi;
d. sistem pendidikan dan pelatihan kedokterany kedokteran gigi

berkelanjutan;
e. keabsahan dokumen persyaratan Registrasi Sementara dan Registrasi

Bersyarat sesuai ketentuan Peraturan KKI ini; dan
f. keabsahan dokumen Letter of Good Standing.

(3) Evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi penilaian dan penyesuaian kemampuan untuk melakukan
Praktik Kedokteran yang dilakukan melalui penyelenggaraan program
adaptasi dan uji kompetensi.

(4) Hasil penilaian dan penyesuaian kemampuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dinyatakan dengan surat keterangan telah mengikuti
program adaptasi dan sertifikat kompetensi.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program adaptasi dan
uji kompetensi bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA diatur dengan
Peraturan KKI.

Paragraf 2 ...
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Paragraf 2
Dokter WN~ dan Dokter Gigi WNA Lulusan Institusi Pendidikan di Indonesia

Pasa18

Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA lulusan Institusi Pendidikan di Indonesia
yang mengajukan permohonan Registrasi Sementara maupun Registrasi
Bersyarat hanya dilakukan evaluasi administratif.

Bagian Ketiga
Persyaratan Umum Lain

Pasa19

(1) Bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA lulusan Institusi Pendidikan luar
negeri maupun lulusan Institusi Pendidikan di Indonesia yang akan
melakukan Praktik Kedokteran di Indonesia harus telah melakukan

• I
Praktik ~edokteran:
a. sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut sesuai

deng~n kompetensi di bidang keprofesiannya bagi mengikuti
pendidikan dan ' atau pelatihan dalam rangka penguatan kompetensi;

b. sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut sesuai
dengan kompetensi di bidang keprofesiannya bagi kegiatan lainnya.

(2) Surat keterangan telah melakukan Praktik Kedokteran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b diterbitkan oleh organisasi profesi
atau badan lain yang berwenang di negara asal atau negara terakhir
tempat melakukan Praktik Kedokteran.

Pasal 10

Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan melaksanakan kegiatan Praktik
Kedokteran di Indonesia harus :

a. mengikuti dan menaati ketentuan keimigrasian dan ketenagakerjaan
sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

b. memiliki kemampuan berbahasa Indonesia sesuai jenis kegiatan Praktik
Kedokteran;

c. memenuhi persyaratan umum maupun persyaratan yang bersifat khusus
sesuai jenis kegiatan yang akan dilakukan sebagaimana diatur dalam
Peraturan KKI ini; dan

d. memenuhi persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

BAB III ...
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BABIII
REGIrTRASI BERSYARATBAGI DOKTER WNAPESERTA PPDS

DAN DOKTER GIGI WNAPESERTA PPDGS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 11

Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan mengikuti pendidikan sebagai
peserta PPDS atau PPDGS di Indonesia wajib memiliki STR Bersyarat sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yangberlaku.

Bagian Kedua
Persyaratan Registrasi Bersyarat

Pasal 12

(1) Untuk mendapatkan STR Bersyarat, Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA
calon peserta PPDSjPPDGS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
melalui Institusi Pendidikan penyelenggara PPDSjPPDGS harus
mengajukan permohonan Registrasi Bersyarat kepada KKI dengan
melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut:
a. daftar riwayat hidup;
b. surat keterangan pengalaman kerja dalam 5 (lima) tahun terakhir

berturut-turut sesuai dengan kompetensi di bidang keprofesiannya;
c. salinan ijazah dan transkrip akademik, dengan ketentuan:

1. salinan ijazah dan transkrip akademik tersebut telah dilegalisir
oleh institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi yang
menerbitkan ijazah terse but dan institusi pendidikan kedokteran
atau kedokteran gigi tersebut diakui oleh Pemerintah Republik
Indonesia;

2. bagi ijazah dan transkrip akademik yang menggunakan bahasa
selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris harus diterjemahkan
ke dalam bahasa Inggris oleh institusi pendidikan kedokteran atau
kedokteran gigi yang menerbitkan ijazah tersebut;

d. salinan surat tanda registrasi atau surat keterangan telah terregistrasi
sebagai dokter atau dokter gigi yang masih berlaku dan telah dilegalisir
oleh badan regulator kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui oleh
pemerintah di negara asal atau negara terakhir tempat pemohon
melakukan Praktik Kedokteran;

e. salinan Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku dan telah dilegalisir
oleh organisasi profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui
oleh pemerintah di negara asal atau negara terakhir tempat pemohon
melakukan Praktik Kedokteran;

f. surat ...
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(2)

f. surat keterangan terdaftar sebagai anggota organisasi profesi dan aktif
mela1ukan Praktik Kedokteran serta mengikuti pendidikanj pelatihan
profe~i berkelanjutan di negara asal atau negara terakhir tempat
pemohon melakukan Praktik Kedokteran;

g. surat pernyataan telah mengueapkan sumpahj janji dokter atau dokter
gigi;

h. surat pernyataan bermaterai akan kembali ke negara asal setelah
menyelesaikan pendidikan di Indonesia;

1. surat Ipernyataan bermaterai ten tang penyerahan hak atas penggunaan
data pribadi yang tereatat dalam sistem Registrasi KKI;

J. bukti I penerimaan sebagai peserta PPDS j PPDGS (admission letter) dari
Institusi Pendidikan terkait di Indonesia;

k. bukti lasli pembayaran biaya Registrasi Bersyarat; dan
1. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 em sebanyak 4 (empat) lembar

dan Jkuran 2 x 3 em sebanyak 2 (dua) lembar.

Daftar riFayat hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat
sesuai dengan format daftar riwayat hidup sebagaimana tereantum dalam
Lampira[i I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KKI
mi.

Permoho an Registrasi Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakuka seeara tertulis dan dibuat sesuai dengan formulir sebagaimana
tercantuE dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari per,turan KKI ini.
Seluruh dokurnen yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a sampai huruf k harus menggunakan bahasa Indonesia atau
bahasa Inggris.
Bagi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf
k menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris
harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh institusi yang
menerbitkan dokumen tersebut tersebut.

Institusi Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
Institusi Pendidikan yang telah memiliki izin dan sekurang-kurangnya
terakreditasi peringkat B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(3)

(4)

(5)

(6)

Pasal 13

(1) Selain keten tuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dokter WNA
dan Dokter Gigi WNA yang akan melakukan Praktik Kedokteran di
Indonesia harus memiliki Letter of Good Standing dari negara asal atau
negara terakhir tempat pemohon melakukan Praktik Kedokteran sebagai
bukti telah terregistrasi dan memiliki kelaikan berpraktik, serta dinilai
tidak sedang dalam proses pelanggaran etika, disiplin dan hukum.

(2) Letter ...
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(2) Letter o~ Good Standing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat
dalam bthasa Inggris dan diterbitkan oleh konsil kedokteran atau badan
regUlato~.kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui di negara asal atau
negara terakhir tempat pemohon melakukan Praktik Kedokteran
berdasa kan rekomendasi dari organisasi profesi.

Letter ~-1Good Standing dikirimkan secara langsung oleh badan yang
menerbi kan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KKI.

Bagian Ketiga
Tata Cara Registrasi Bersyarat

(3)

Pasal 14

KKI meneliti kelengkapan dan menilai keabsahan dokumen permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 dalam rangka
pelaksanaan evaluasi administrasi, paling lama 7 (tujuh) hari sejak berkas
lengkap permohonan diterima.

Pasal 15

(1) Pelaksanaan evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
dilaktikan berdasarkan permintaan secara tertulis dari KKI, oleh:
a. Ditjen Dikti untuk penyetaraan ijazah dan sistem pendidikan

akademik;
b. Kolegium terkait melalui MKKI/MKKGI, untuk penilaian kesetaraan

sistem pendidikan profesi dan kompetensi;
c. Organisasi Profesi untuk melakukan penilaian:

1. standar pelayanan medis dan standar profesi di negara asal;
2. sistem pendidikany pelatihan kedokteran atau kedokteran gIgI

berkelanjutan di negara asal.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka
waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat permintaan KKI
diterima.

(3) Kolegium terkait menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b kepada KKImelalui MKKI/MKKGI.

(4) Organisasi Profesi menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c kepada KKI dengan memberikan tembusan kepada
Kolegium terkait.

Pasal 16 ...



-14-

Pasal 16

(1) BerdaSa~kan hasil evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 15 dalam hal :
a. tidak terpenuhi kesahan dan kesetaraan ijazah serta transkrip

akademik, kesetaraan sistem pendidikan dan kompetensi, standar
pelayanan medis dan standar profcsi; darr/ atau pendidikan dan
pelati~an kedokteran/kedokteran gigi berkelanjutan, KKI akan
mengF,sahkan surat keterangan hasil evaluasi administrasi dan
menefbitkan surat penolakan permohonan Registrasi Bersyarat;

b. terperuhinya persyaratan evaluasi administrasi meliputi kesahan dan
kesetIraan ijazah serta transkrip akademik, kesetaraan sistem
pendy:ikan dan kompetensi, standar pelayanan dan standar profesi
darr/ l~au pendidikan dan pelatihan kedokteran/kedokteran gigi

~~~:)1~;:t;:n~I~~r~E~~~~te:~:~ k~:e:;~s:~::~a:~:a~ ~:rt~~::;:~
hasillevaluasi administrasi dan menerbitkan surat pengantar evaluasi
kompetensi bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan
merigikuti PPDS/PPDGS.

(2) KKI merlwampaikan surat penolakan permohonan Registrasi Bersyarat
sebagai91ana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau surat pengantar
evaluasi Ikompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada
Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan mengikuti PPDS/PPDGS
melalui I Institusi Pendidikan penyelenggara PPDS/PPDGS dengan
ditembuskan kepada Kolegium terkait dan Organisasi Profesi.

(3) Berdasarkan surat pengantar evaluasi kompetensi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, Dokter WNA dan Dokter Gigi WNAyang
akan mengikuti PPDS IPPDGS harus melengkapi dokumen keimigrasian
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17

Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan mengikuti PPDS/PPDGS yang
telah memenuhi persyaratan evaluasi administrasi, harus mengikuti evaluasi
kompetensi dalam bentuk penyesuaian kemampuan yang mencakup program
adaptasi dan uji kompetensi sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 18

Pelaksanaan evaluasi kompetensi dilakukan setelah Dokter WNA dan Dokter
Gigi WNApemohon melengkapi persyaratan sebagai berikut:
a. surat keterangan sehat fisik dan mental yang masih berlaku dari Dokter

WNI yang memiliki SIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

b. surat ...
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e.

b. surat pernyataan bermaterai akan
ketentuan etika profesi sesuai dengan
undanga1 yang berlaku di Indonesia;
fotokopi Raspor yang masih berlaku;

d. surat izin keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
Iundanga yang berlaku; dan

sertifikat mampu berbahasa Indonesia dengan baik dari Pusat Bahasa
Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Indonesia.

mematuhi dan melaksanakan
ketentuan peraturan perundang-

c.

Bagian Keempat
Penerbitan STR Bersyarat

Pasa119

KKI merierbitikan STR Bersyarat bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang
akan mengikuti PPDS j PPDGS yang:
a. telah selesai mengikuti program adaptasi dan telah memiliki surat

keterangan selesai adaptasi dari Institusi Pendidikan tempat pelaksanaan
penyesuaian kemampuan; dan

b. telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah memenuhi persyaratan
registrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal20

(1) KKI menerbitkan STR Bersyarat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga
puluh) hari sejak kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 19 diterima dan terpenuhi serta telah diverifikasi dan divalidasi.

(2) STR Bersyarat ditandatangani oleh:
a. Ketua KK, untuk Dokter WNApeserta PPDS;
b. Ketua KKG, untuk Dokter Gigi WNApeserta PPDGS.

(3) STR Bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan KKI kepada
Dokter WNA peserta PPDS dan Dokter Gigi WNA peserta PPDGS melalui
Institusi Pendidikan penyelenggara PPDSjPPDGS.

(4) KKI memberikan STR Bersyarat kepada Dokter WNA peserta PPDS dan
Dokter Gigi WNA peserta PPDGS sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dalam ben tuk:
a. STR Bersyarat asli 1 (satu) lembar; dan
b. salinan STR Bersyarat yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar.

Pasal 21 ...



Pasa121

(1) STR Be syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang telah
ditandatengani oleh Ketua KK/Ketua KKG dan salinannya yang sah
berlaku Ei Institusi Pendidikan selama Dokter WNAdan Dokter Gigi WNA
yang bersangkutan mengikuti PPDS/PPDGS.

(2) Institusi I Pendidikan penyelenggara PPDSIPPDGS memberikan laporan
ke1ulusan serta ketidaklulusan Dokter WNAdan Dokter Gigi WNAyang
mengikuti PPDS/PPDGS di institusinya kepada KKI.
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1 Pasa122

(1) Dokter I NA dan Dokter Gigi WNA peserta PPDS/PPDGS yang telah
memiliki STR Bersyarat dan telah memiliki SIP sesuai dengan ketentuan
peraturar perundang-undangan yang berlaku, te1ah diakui secara hukum
untuk rnelakukan Praktik Kedokteran dalam rangka mengikuti
PPDS/PR1DGS di Indonesia dany atau program lainnya yang ditentukan
oleh Pegerintah Republik Indonesia.

(2) pelaksanlaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai drngan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia.

I

BABIV
REGISTRASISEMENTARABAGIDOKTERWNADANDOKTERGIGIWNA

YANGMENGIKUTIPENDIDIKANDAN/ATAU PELATIHAN
DALAMRANGKAPENGUATANKOMPETENSI

DI BIDANGKEDOKTERANDANKEDOKTERANGIGI

Bagian Kesatu
Umum

Pasa123

(1) Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan mengikuti pendidikan
darr/ atau pelatihan dalam rangka penguatan kompetensi di bidang
kedokteran dan kedokteran gigi di Indonesia wajib memiliki STR
Sementara sesuar ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

(2) Jenis pendidikan dan ' atau pelatihan dalam rangka penguatan
kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi:
a. pendidikan darr/ atau pelatihan penguatan kompetensi bagi dokter

atau dokter gigi, peserta PPDS/PPDGS, peserta program pendidikan
dokter subspesialis atau dokter gigi subspesialis (fellow), dokter
subspeeialis ' dokter gigi subspesialis atau yang setara; dan

b. pendidikan darr/ atau pelatihan dengan kompetensi capaian setingkat
magang atau mandiri.

Bagian Kedua ...
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Bagian Kedua
Persyaratan Registrasi Sementara

Pasa124

(1) Untuk mendapatkan STR Sementara, Dokter WNAdan Dokter Gigi WNA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 harus mengajukan permohonan
Registra ,i Sementara kepada KKI dengan melampirkan dokumen
persyara an sebagai berikut:
a. daft riwayat hidup;
b. sura keterangan pengalaman kerja dalam 3 (tiga) tahun terakhir

berturut-turut sesuai dengan kompetensi di bidang keprofesiannya;
e. salinln ijazah dan transkrip akademik, dengan ketentuan:

1. salinan ijazah dan transkrip akademik tersebut telah dilegalisir
oleh institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi yang
menerbitkan ijazah tersebut dan institusi pendidikan kedokteran
atau kedokteran gigi tersebut diakui oleh Pemerintah Republik
Indonesia;

2. bagi ijazah dan transkrip akademik yang menggunakan bahasa
selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris harus diterjemahkan
ke dalam bahasa Inggris oleh institusi pendidikan kedokteran atau
kedokteran gigiyang menerbitkan ijazah tersebut;

d. salinan surat tanda registrasi atau surat keterangan telah terregistrasi
sebagai dokter j dokter gigi, atau dokter spesialis j dokter gigi spesialis
yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh badan regulator
kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui oleh pemerintah di
negara asal atau negara terakhir tempat pemohon melakukan Praktik
Kedokteran;

e. salinan Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku dan telah dilegalisir
oleh organisasi profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui
oleh pemerintah di negara asal atau negara terakhir tempat pemohon
melakukan Praktik Kedokteran;

f. surat keterangan terdaftar sebagai anggota profesi dan aktif
melakukan Praktik Kedokteran serta mengikuti pelatihan profesi
berkelanjutan di negara asal atau negara terakhir tempat pemohon
melakukan Praktik Kedokteran;

g. surat pernyataan telah mengueapkan sumpah/janji dokter atau
dokter gigi;

h. surat pernyataan bermaterai akan kembali ke negara asal setelah
menyelesaikan pendidikanjpelatihan penguatan kompetensi di
Indonesia;

1. surat pernyataan bermaterai tentang penyerahan hak atas
penggunaan data pribadi yang tereatat dalam sistem Registrasi KKI;

J. bukti asli pembayaran biaya Registrasi Sementara; dan
k. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 em sebanyak 4 (empat) lembar

dan ukuran 2 x 3 em sebanyak 2 (dua) lembar.
(2) Daftar ...
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(2) Daftar riiayat hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat
sesuai dingan format daftar riwayat hidup sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KKI
ini.

(3) Permohoran Registrasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukaE secara tertulis dan dibuat sesuai dengan formulir sebagaimana
tercantu dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari per1turan KKI ini.

Seluruh rOkumen yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a sampai huruf j harus menggunakan bahasa Indonesia atau
bahasa Inggris.

Bagi dok1umen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf
j mengg-qnakan bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris harus
diterjem,lhkan ke dalam bahasa Inggris oleh institusi yang menerbitkan
dokume I tersebut tersebut.

Selain p rsyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dokter WNAdan
Dokter I igi WNA yang akan mengikuti pendidikan danj atau pelatihan
dalam r ngka penguatan kompetensi harus :
a. memiliki Letter of Good Standing sesuai ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13; dan
b. menyertakan kelengkapan dari institusi penyelenggara pendidikan

danj atau pelatihan dalam rangka penguatan kompetensi, berupa:
1. surat keterangan jenis pekerjaanjposisijjabatan dan jangka waktu

keikutsertaan Dokter WNAatau Dokter Gigi WNA pemohon;
2. profil institusi penyelenggara;
3. modul pelatihan yang akan diselenggarakan;
4. tempat pelatihan yang akan diselenggarakan;
5. target pencapaian pelatihan yang akan diselenggarakan.

(4)

(5)

(6)

Pasal25

(1) Penyelenggara pendidikan danjatau pelatihan dalam rangka penguatan
kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dapat berupa:
a. institusi pendidikan kedokteranjkedokteran gigi dengan akreditasi A;
b. rumah sakit pendidikan terakreditasi A dan B; dari / atau
c. Organisasi ProfesijKolegium.

(2) Lembagaj organisasi lain dapat menyelenggarakan pendidikan danj atau
pelatihan dalam rangka penguatan kompetensi melalui kerja sarna dengan
Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Institusi penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga ...
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Bagian Ketiga
Tata Cara Registrasi Semen tara

Pasal26

KKI meneliti kelengkapan dan menilai keabsahan dokumen permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dalam rangka pelaksanaan evaluasi
administrasi, paling lama 7 (tujuh) hari sejak berkas lengkap permohonan
diterima.

Pasal27

(1) Pelaksanaan evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
26 dilaklfkan berdasarkan permintaan secara tertulis dari KKI, oleh:
a. Ditjeni Dikti untuk penyetaraan ijazah dan sistem pendidikan

akadebik;
I

b. Kolegium terkait melalui MKKI/MKKGI untuk penilaian kesetaraan
sistem pendidikan profesi dan kompetensi;

c. Organisasi Profesi untuk melakukan penilaian:
1. standar pelayanan medis dan standar profesi di negara asal;
2. sistem pendidikan darr/ atau pelatihan kedokteran atau kedokteran

gigi berkelanjutan di negara asal.

(2) Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka
waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat permintaan KKI
diterima.

(3) Kolegium terkait menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b kepada KKImelalui MKKI/MKKGI.

(4) Organisasi Profesi menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c kepada KKI dengan memberikan tembusan kepada
Kolegium terkait.

Pasal28

(1) Berdasarkan hasil evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 dalam hal :
a. tidak terpenuhi kesahan dan kesetaraan ijazah serta transkrip

akademik, kesetaraan sistem pendidikan dan kompetensi, standar
pelayanan medis dan standar profesi; darr/ atau pendidikan dan
pelatihan kedokteran Zkedokteran gigi berkelanjutan, KKI akan
mengesahkan surat keterangan hasil evaluasi administrasi dan
menerbitkan surat penolakan permohonan Registrasi Sementara;

b. terpenuhinya ...
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b. terpejuhinya persyaratan evaluasi administrasi meliputi kesahan dan
kesett,raan ijazah serta transkrip akademik, kesetaraan sistem
pendifikan dan kompetensi, standar pelayanan dan standar profesi
dan/'ttau pendidikan dan pelatihan kedokteran/kedokteran gigi
berkelanjutan telah dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-
Unda~gan yang berlaku, KKI akan mengesahkan surat keterangan
hasil Evaluasi administrasi dan menerbitkan surat pengantar evaluasi
komPFtensi bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan
meng,kuti pendidikan darr/ atau pelatihan.

(2) KKI me1yampaikan surat penolakan permohonan Registrasi Sementara
sebagaitna dimaksud pada ayat (1) huruf a atau surat pengantar
evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada
Dokter NA dan Dokter Gigi WNA yang akan mengikuti pendidikan
dari/ ata~ pelatihan dengan ditembuskan kepada Kolegium terkait dan
Organisalsi Profesi.

(3) Berdasa1kan surat pengantar evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud
pada aYft (1) huruf b, Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan
mengikufi pendidikan darr/ atau pelatihan harus melengkapi dokumen
keimigrar,ian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang ber1aku.

Pasa129

Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan mengikuti pendidikan dany atau
pelatihan dalam rangka penguatan kompetensi yang telah memenuhi
persyaratan evaluasi administrasi harus mengikuti evaluasi kompetensi sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

I

Pasa130

Pelaksanaan evaluasi kompetensi dilakukan setelah Dokter WNA dan Dokter
Gigi WNA pemohon melengkapi persyaratan sebagai berikut:
a. surat keterangan sehat fisik dan mental yang masih berlaku dari dokter

WNI yang memiliki SIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

b. surat pernyataan bermaterai akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan
etika profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia;

c. fotokopi paspor yang masih berlaku; dan
d. surat izin keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Bagian Keempat ...
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Bagian Keempat
Penerbitan STR Sementara untuk Mengikuti Pendidikan dan ' atau Pelatihan

dalam Rangka Penguatan Kompetensi

I Pasal31

KKI menerbirkan STR Sementara bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA
peserta pend~dikan dan Zatau pelatihan dalam rangka penguatan kompetensi
setelah mene lima surat keterangan selesai adaptasi penilaian kemampuan dan
salin an serti ikat kompetensi yang dilegalisir asli dari Kolegium terkait di
Indonesia.

(1) KKI menerbitkan STR Sementara bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA
yang a an mengikuti pendidikan dan ' atau pelatihan dalam rangka
penguatan kompetensi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh)
hari sejak dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diterima dan
terpenuhi serta telah diverifikasi dan divalidasi.
STR Sementara ditandatangani oleh:
a. Ketua KK, untuk Dokter WNA;
b. Ketuck.KKG, untuk Dokter Gigi WNA;

KKI meTberikan STR Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada ~okter WNAdan Dokter Gigi WNApemohon dalam bentuk:
a. STR $ementara asli 1 (satu) lembar; dan
b. salinan STR Sementara yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar.

Pasa132

(2)

(3)

Pasal33

(1) STR Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 yang telah
ditandatangani oleh Ketua KK/Ketua KKG dan salinannya yang sah
berlaku selama mengikuti kegiatan pendidikan dan / atau pelatihan dalam
rangka penguatan kompetensi di institusi penyelenggara sesuai dengan
surat keterangan dari institusi penyelenggara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b angka 1 dengan ketentuan paling lama
60 (enam puluh) hari.

(2) Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang mengikuti pendidikan darr/ atau
pelatihan dalam rangka penguatan kompetensi lebih dari waktu yang
ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan
perpanjangan STR Sementara.

(3) Perpanjangan ...
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(3) perpanilgan STR Sernentara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada KKI
dengan disertai surat keterangan dari institusi penyelenggara pendidikan
dariy atau pelatihan yang menyatakan Dokter WNAdan Dokter Gigi WNA
yang bdrsangkutan masih harus mengikuti pendidikan dan/ atau
pelatihan dalam rangka penguatan kompetensi di Indonesia serta
menyebutkan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pelatihan
tersebut.
Permohonan perpanjangan STR Sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan secara tertulis dan dibuat sesuai dengan formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVyang merupakan bagian tidak
terpisah~an dari Peraturan KKI ini.
Institusi penyelenggara pendidikan dan/ atau pelatihan dalam rangka
penguat1.il kompetensi harus memberikan laporan Dokter WNA dan
Dokter Jigi WNA yang telah selesai mengikuti pendidikan darr/ atau
pelatihalr di institusinya kepada KKI.

(4)

(5)

Pasa134

(1) Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan mengikuti pendidikan
darr/ atau pelatihan dalam rangka penguatan kompetensi yang telah
memiliki STR Sementara dan telah memiliki SIP sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku, telah diakui secara hukum
untuk melakukan Praktik Kedokteran dalam rangka mengikuti pelatihan
dalam rangka penguatan kompetensi di Indonesia.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
Indonesia.

BABV
REGISTRASISEMENTARABAGIDOKTERWNADANDOKTERGIGIWNA

YANGMEMBERIKANPENDIDIKANFORMAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasa135

Dokter WNAdan Dokter Gigi WNAyang akan memberikan pendidikan formal
di bidang kedokterarr/kedokteran gigi sebagai tenaga pendidik profesi yang
kontak langsung dengan pasien pada Institusi Pendidikan di Indonesia wajib
memiliki STRSemen tara.

Bagian Kedua ...
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(1)

Bagian Kedua
perSyaratar Registrasi Sementara untuk memberikan Pendidikan Formal

Pasal36

Untuk 1endapatkan STRSementara, Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 harus mengajukan permohonan
RegistraJi Sementara kepada KKI dengan melampirkan dokumen
persyarafan sebagai berikut:
a. daftar riwayat hidup;
b. surat keterangan pengalaman kerja dalam 5 (lima) tahun terakhir

berturut-turut sesuai dengan kompetensi di bidang keprofesiannya;
e. salin~n ijazah dan transkrip akademik, dengan ketentuan:

1. salinan ijazah dan transkrip akademik tersebut telah dilegalisir
oleh institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi yang
rJenerbitkan ijazah tersebut dan institusi pendidikan kedokteran
afau kedokteran gigi tersebut diakui oleh Pemerintah Republik
Indonesia;

2. bagi ijazah dan transkrip akademik yang menggunakan bahasa
selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris harus diterjemahkan
ke dalam bahasa Inggris oleh institusi pendidikan kedokteran atau
kedokteran gigi yang menerbitkan ijazah tersebut;

d. salinan surat tanda registrasi atau surat keterangan telah terregistrasi
sebagai dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan kualifikasi
tambahan yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh badan
regulator kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui oleh
pemerintah di negara asal atau negara terakhir tempat pemohon
melakukan Praktik Kedokteran;

e. salinan Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku dan telah dilegalisir
oleh organisasi profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui
oleh pemerintah di negara asal atau negara terakhir tempat pemohon
melakukan Praktik Kedokteran;

f. surat keterangan terdaftar sebagai anggota profesi dan aktif
melakukan Praktik Kedokteran serta mengikuti pendidikanjpelatihan
profesi berkelanjutan di negara asal atau negara terakhir tempat
pemohon melakukan Praktik Kedokteran;

g. surat pernyataan telah mengueapkan sumpahjjanji dokter atau
dokter gigi;

h. surat pernyataan bermaterai tentang penyerahan hak atas
penggunaan data pribadi yang tereatat dalam sistem Registrasi KKI;

1. bukti asli pembayaran biaya Registrasi Sementara; dan
J. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 em sebanyak 4 (empat) lembar

dan ukuran 2 x 3 em sebanyak 2 (dua) lembar.

I
(2) Daftar ...
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(2) Daftar riwayat hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat
sesuai dengan format daftar riwayat hidup sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KKI
mi. I

(3) Permohopan Registrasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara tertulis dan dibuat sesuai dengan formulir sebagaimana
tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan KKIini.

(4) Seluruh dokumen yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a sampai huruf i harus menggunakan bahasa Indonesia atau
bahasa Inggris.

(5) Bagi do±men sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf
i mengg]~akan bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris harus

~~~~::J~~;:b~t ~:::~u~~hasa Inggris oleh institusi yang menerbitkan

(6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dokter WNAdan
Dokter GigiWNAyang akan memberikan pendidikan formal juga harus :
a. memiliki Letter of Good Standing sesuai ketentuan sebagaimana

• Idimaksud dalam Pasal 13;
b. surat izin keimigrasian dan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku
c. sertifikat mampu berbahasa Indonesia dengan baik dari Pusat Bahasa

Indonesia yang diakui oleh Pemerintah Indonesia; dan
d. menyertakan kelengkapan dari Institusi Pendidikan penyelenggara,

berupa:
1. surat keterangan jenis pekerjaanjposisijjabatan dan jangka waktu

keikutsertaan Dokter WNAatau Dokter GigiWNApemohon;
2. profil institusi penyelenggara; dan
3. tfmpat pendidikan formal yang akan diselenggarakan.

(7) Institusi Pendidikan penyelenggara pendidikan formal sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) harus sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Tata Cara Registrasi Sementara untuk memberikan Pendidikan Formal

Pasal37

Ketentuan mengenai tat a cara Registrasi Sementara untuk mengikuti
pendidikan danj atau pelatihan dalam rangka penguatan kompetensi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 30 berlaku secara mutatis
mutandis terhadap tat a cara Registrasi Sementara bagi Dokter WNA dan
Dokter GigiWNAyang akan memberikan pendidikan formal.

Bagian Keempat ...
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Bagian Keempat
Penerbitan STRSementara untuk memberikan Pendidikan Formal

1 Pasal38

KKImenerbitfan STR Sementara bagi Dokter WNAdan Dokter Gigi WNAyang
akan memberikan pendidikan formal di bidang kedokteran Zkedokteran gigi
setelah menerima surat keterangan selesai adaptasi penilaian kemampuan dan
salinan sertifikat kompetensi yang dilegalisir asli dari Kolegium terkait di
Indonesia.

Pasal39

(1) KKImenFrbitkan STR Sementara bagi Dokter WNAdan Dokter Gigi WNA
yang akan memberikan pendidikan formal dalam jangka waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38 diterima dan terpenuhi serta telah diverifikasi dan divalidasi.

(2) STRSeientara ditandatangani oleh:
a. Ketufl KK,untuk Dokter WNA;
b. Ketua KKG,untuk Dokter GigiWNA.

(3) KKI me~berikan STR Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada Dokter WNAdan Dokter GigiWNApemohon dalam bentuk:
a. STRSementara asli 1 (satu) lembar; dan
b. salinan STR Sementara yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar.

Pasal40
(1) STR Serentara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 yang telah

ditandatangani oleh Ketua KK/Ketua KKG dan salinannya yang sah
berlaku selama Dokter WNA dan Dokter Gigi WNAyang bersangkutan
memberikan pendidikan formal di Institusi Pendidikan penyelenggara
pendidikan formal dengan ketentuan paling lama 6 (enam) bulan sesuai
dengan surat keterangan dari Institusi Pendidikan penyelenggara
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6)huruf d angka 1.

(2) Dokter WNAdan Dokter Gigi WNAyang memberikan pendidikan formal
lebih dari waktu yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus m:elakukan perpanjangan STRSementara.

(3) Perpanjangan STR Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada KKI
dengan disertai surat keterangan dari Institusi Pendidikan penyelenggara
pendidikan formal yang menyatakan Dokter WNAdan Dokter Gigi WNA
yang bersangkutan masih harus memberikan pendidikan formal di
Indonesia serta menyebutkan waktu yang diperlukan untuk
menyelesaikan pendidikan tersebut.

(4) Permohonan ...
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(4) Permohonan perpanjangan STR Sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan secara tertulis dan dibuat sesuai dengan formulir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IVyang merupakan bagian tidak
terPisah11an dari Peraturan KKIini.

Institusi Pendidikan penyelenggara pendidikan formal harus memberikan
laporan tentang Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang telah selesai
memberikan pendidikan formal di institusinya kepada KKI.

(5)

Pasal41

(1) Dokter VJNAdan Dokter Gigi WNAyang telah memiliki STR Sementara
dan tel~h memiliki SIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, telah diakui secara hukum untuk melakukan
Praktik lKedOkteran dalam rangka memberikan pendidikan formal di
Institusi Pendidikan penyelenggara pendidikan formal di Indonesia.

Pelaksa I aan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai engan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
di Indonesia.

(2)

BABVI
REGISTRASISEMENTARABAGIDOKTERWNADANDOKTERGIGIWNA

I

YANGMELAKUKANPELAYANANKESEHATAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal42

(1) Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan melakukan pelayanan
kesehatar di bidang kedokteran dan kedokteran gigi yang kontak
langsung dengan pasien untuk waktu tertentu di Indonesia wajib memiliki
STRSementara.

(2) Dokter WNAdan Dokter gigi WNAsebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
a. memiliki kualifikasi dengan kompetensi minimal dokter spesialis atau

dokte1-gigi spesialis dengan kualifikasi tambahan;
b. pelayarian kesehatan hanya dapat dilakukan apabila kompetensi

Dokter WNAatau Dokter GigiWNAbelum dimiliki oleh dokter spesialis
warga negara Indonesia dan dokter gigi spesialis warga negara
Indonesia, atau telah dimiliki oleh dalam jumlah yang sedikit.

PasaI43 ...
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(1)

Pasal43

Kegiatanl pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
hanya dapat melakukan pelayanan kesehatan di rumah sakit kelas A dan
kelas B~Iang terakreditasi, serta difasilitas pelayanan kesehatan tertentu
yang dit tapkan Menteri Kesehatan.
Kegiatan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42
harus dilakukan menggunakan pendamping dokter spesialis warga negara
Indonesi I dan dokter gigi spesialis warga negara Indonesia yang memiliki
kompete i setara agar mampu menyerap dan memanfaatkan ilmu
pengeta uan dan teknologi yang dikuasai/ dimiliki Dokter spesialis WNA
dan Dok er gigi spesialis WNA.
Pemanfa tan ilmu pengetahuan dan teknologi
sebagai ana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
kewenan an dengan sertifikat kualifikasi tambahan.
Kualifika i tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
memper leh verifikasi dan persetujuan dari Kolegium bidang ilmu
dariy atau spesialisasi yang sama terlebih dahulu.
Dalam ~al Kolegium yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
belum adla di Indonesia, persetujuan diperoleh dari beberapa Kolegium
pengampu yang paling relevan.

(2)

(3) oleh pendamping
melalui pemberian

(4)

(5)

Bagian Kedua
Persyaratan Registrasi Sementara untuk Melakukan Pelayanan Kesehatan

Pasal44

(1) Untuk l.endapatkan STR Sementara, Dokter spesialis WNAdan Dokter
gigi spesialis WNAyang akan melakukan pelayanan kesehatan di bidang
kedokteran dan kedokteran gigi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43,
harus mengajukan permohonan Registrasi Sementara kepada KKIdengan
melampirkan:
a. daftar riwayat hidup;
b. surat] keterangan pengalaman kerja dalam 5 (lima) tahun terakhir

bertu~ut-turut sesuai dengan kompetensi di bidang keprofesiannya;
c. salin~n ijazah dan transkrip akademik, dengan ketentuan:

1. s~linan ijazah dan transkrip akademik tersebut telah dilegalisir
oleh institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi yang
menerbitkan ijazah tersebut dan institusi pendidikan kedokteran
atau kedokteran gigi tersebut diakui oleh Pemerintah Republik
Indonesia;

2. bagi ijazah dan transkrip akademik yang menggunakan bahasa
selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris harus diterjemahkan
ke dalam bahasa Inggris oleh institusi pendidikan kedokteran atau
kedokteran gigiyang menerbitkan ijazah tersebut;

d. salinan ...
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(2)

d. salinan surat tanda registrasi atau surat keterangan telah terregistrasi
sebagai dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang masih berlaku
dan I telah dilegalisir oleh Badan Regulator Kedokteran atau
Kedorteran Gigi yang diakui oleh Pemerintah di negara asal atau
nega a terakhir tempat pemohon melakukan praktik kedokteran;

e. salini n Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku dan telah dilegalisir
oleh organisasi profesi kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui
oleh Pemerintah di negara asal atau negara terakhir tempat pemohon
melakukan praktik kedokteran;

f. surat keterangan terdaftar sebagai anggota profesi dan aktif
melakukan praktik kedokteran serta mengikuti pendidikarr/pelatihan
profeii berkelanjutan di negara asal atau negara terakhir tempat
pemohon melakukan praktik kedokteran;

g. sura pernyataan telah mengueapkan sumpah/janji dokter atau
dokt r gigi;

h. sura pernyataan bermaterai tentang penyerahan hak atas
peng unaan data pribadi yang tereatat dalam sistem Registrasi KKI;

i. bukt~ asli pembayaran biaya Registrasi Sementara; dan
J. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 em sebanyak 4 (empat) lembar

dan ikuran 2 x 3 em sebanyak 2 (dua) lembar.

Daftar ri ayat hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat
sesuai d ngan format daftar riwayat hidup sebagaimana tereantum dalam
~~mpiral' I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KKI
mi.

Permoho an Registrasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukar seeara tertulis dan dibuat sesuai dengan formulir sebagaimana
tereant~L dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari per1~uran KKI ini.

Seluruh I::lokumen yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a I sampai huruf i harus menggunakan bahasa Indonesia atau
bahasa Irggris.

Bagi dokhmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai huruf
i menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris harus

I

diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh institusi yang menerbitkan
I

dokumen tersebut tersebut.

Selain p rsyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dokter WNAdan
Dokter igi WNAyang akan melakukan pelayanan kesehatan juga harus :
a. mem liki Letter of Good Standing sesuai ketentuan sebagaimana

dima sud dalam Pasal 13; dan

(3)

(4)

(5)

(6)

b. menyertakan ...
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(7)

b. menYFrtakan kelengkapan dari institusi penyelenggara pelayanan
keseliatan, berupa :
1. s±rat keterangan dari pimpinan institusi pelayanan kesehatan

tJmpat Dokter Spesialis WNA dan Dokter Gigi Spesialis WNA
melakukan pelayanan di bidang kedokteran dan kedokteran gigi
yang sekurang-kurangnya menerangkan jenis pelayanan yang
dilakukan, kasus yang akan ditangani, kompetensi yang
dibutuhkan;

2. identitas dan daftar riwayat hidup Dokter WNI dan Dokter Gigi
WNIyang akan mendampingi;

3. profil penyelenggara pelayanan kesehatan; serta
4. jangka waktu keikutsertaan pemohon.

Institus~ ~elayanan kesehatan yang mempekerjakan Dokter spesialis WNA
dan DOKfer Gigi spesialis WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
harus memiliki RPTKAdan IMTAserta memenuhi persyaratan lain sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

I

Bagian Ketiga
Tata Cara Registrasi Sementara untuk Melakukan Pelayanan Kesehatan

(1)
I Pasa145

Ketentuar mengenai tata cara Registrasi Sementara untuk mengikuti
pendidikan darr/ atau pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
dan Pas~l 29 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara
Registrasi Sementara bagi Dokter WNAdan Dokter Gigi WNAyang akan
melakukan pelayanan kesehatan.
Pelaksan1aan evaluasi kompetensi dilakukan setelah Dokter WNA dan
Dokter digi WNApemohon melengkapi persyaratan sebagai berikut:
a. surat I keterangan sehat fisik dan mental yang masih berlaku dari

Dokter WNI yang memiliki SIP sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku;

b. surat pernyataan bermaterai akan mematuhi dan melaksanakan
ketentuan etika profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku di Indonesia;

c. fotokopi paspor yang masih berlaku;
d. surat izin keimigrasian dan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan

peratfran perundang-undangan yang berlaku; dan
e. sertifikat mampu berbahasa Indonesia dengan baik dari Pusat Bahasa

Indoniesia yang diakui oleh Pemerintah Indonesia.

(2)

Bagian Keempat ...
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.: STR Sementara untuk Melakukan Pelayanan Kesehatan

Pasa146

KKI menerbit
l

an STR Sementara bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNAyang
akan melakukan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran/kedokteran gigi,
dalam hal:
a. telah selesai mengikuti program adaptasi dan telah memiliki surat

keterangan selesai adaptasi dari Institusi Pendidikan tempat pelaksanaan
penyesuaian kemampuan; dan

b. telah memiliki sertifikat kompetensi dan telah memenuhi persyaratan
registrasi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

-30-

Pasal47

(1) KKI menerbitkan STR Sementara bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA
yang akan melakukan pelayanan kesehatan dalam jangka waktu paling
lama 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 46 diterima dan terpenuhi serta telah diverifikasi dan divalidasi.

(2) STR Seientara ditandatangani oleh:
a. Ketua KK, untuk Dokter WNA;
b. Ketul KKG, untuk Dokter Gigi WNA.

(3) KKI mery-berikan STR Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada Ifokter WNAdan Dokter Gigi WNApemohon dalam bentuk:
a. STR Sementara asli 1 (satu) lembar; dan
b. salinan STR Sementara yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar.

Pasal48

(1) STR Semen tara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 yang telah
ditandatangani oleh Ketua KK/Ketua KKG dan salinannya yang sah
berlaku I selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu)
tahun bFrikutnya.
Perpanjangan STR Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada KKI
dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal46.
Permohcrian perpanjangan STR Sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2)1 dilakukan secara tertulis da~ dibuat sesuai dengan form~lir
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian

I
tidak terpisahkan dari Peraturan KKI ini.

(2)

(3)

Pasa149 ...
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(1)

Pasa149

Dokter WNAdan Dokter Gigi WNAyang telah memiliki STR Sementara
dan tel~h memiliki SIP, telah diakui secara hukum untuk melakukan
Praktik fedokteran dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan di
bidang Idedokteran dan kedokteran gigi di Indonesia.
PelaksaJaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
di Indonesia.

(2)

BABVII
REGISTRASISEMENTARABAGI DOKTERWNADANDOKTERGIGIWNA

YANGMELAKUKANPELAYANANKESEHATANDALAMRANGKABAKTISOSIAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasa150

(1)
I

Kegiatan I Bakti Sosial tidak boleh dilakukan dalam rangka Pendidikan
Dokter \\.fNAdan Dokter GigiWNA.
Dokter WNAdan Dokter Gigi WNAyang akan melakukan pelayanan di
bidang k1edokteran dan kedokteran gigi dalam rangka bakti sosial harus
memenupi ketentuan sebagai berikut :
a. memi~iki kualifikasi dengan kompetensi minimal dokter spesialis atau

doktef gigi spesialis;
b. kcgiatian bakti sosial harus dengan supervisi, pendampingan dan

berada dibawah tanggung jawab dari Dokter Spesialis WNIdan Dokter
Gigi Spesialis WNI yang memiliki STR dan SIP dengan kompetensi
sarna;

c. wajib I memenuhi persyaratan administrasi Registrasi Sementara dan
penilaian kemampuan berdasarkan dokumen kompetensi (portofolio)
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk
mendapatkan STR Sementara.

KegiatanLbakti sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
Dokter sresialis WNAdan Dokter Gigi spesialis WNAsebagai:
a. pengamat (observer); atau
b. pemberi pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi kepada pasien.
Bakti SOrial dapat diselenggarakan oleh institusi kesehatan yang terdiri
atas:
a. rumah sakit dengan minimal kelas C;
b. organisasi profesijperhimpunan dokter spesialisjikatan dokter gigi

spesialis;
c. institusi pendidikan kedokterarr/kedokteran gigi; dan
d. instansi pemerintah pusat termasuk TNI/POLRI.

(2)

(3)

(4)

(5)Penyelenggara ...
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(5) Penyelenggara bakti sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a,
huruf c, Idan huruf d harus melakukan kerja sarna dengan Organisasi
Profesi bijdangkeseh~tan terkait.
Dalam hal sangat dibutuhkan, Dokter spesialis WNA dan Dokter Gigi
spesialis IWNA dapat melakukan bakti sosial sebagai pemberi pelayanan
kedokteran Zkedokteran gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)huruf b,
sepanjang penyelenggara telah mendapatkan izin penyelenggaraan dari
Menteri Kesehatan.
Untuk mendapatkan izin penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) harus mengajukan permohonan izin penyelenggaraan kegiatan
bakti sosial kepada Menteri Kesehatan sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(6)

(7)

Bagian Kedua
Persyaratan Registrasi Sementara untuk melakukan Bakti Sosial

(1)

Pasa151

Untuk mendapatkan STR Sementara, Dokter spesialis WNA dan Dokter
gigi speJialis WNA yang akan melakukan pelayanan kesehatan dalam
rangka ~bakti sosial di bidang kedokteran dan kedokteran gigi
sebagai ana dimaksud dalam Pasal 50, harus mengajukan permohonan
Registra .i Sementara kepada KKIdengan melampirkan:
a. daftar riwayat hidup;
b. suraf keterangan pengalaman kerja dalam 5 (lima) tahun terakhir

berturut-turut sesuai dengan kompetensi di bidang keprofesiannya;
c. salirian ijazah dan transkrip akademik, dengan ketentuan:

1. salinan ijazah dan transkrip akademik tersebut telah dilegalisir
0teh institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi yang
menerbitkan ijazah tersebut dan institusi pendidikan kedokteran
atau kedokteran gigi tersebut diakui oleh Pemerintah Republik
Indonesia;

2. bagi ijazah dan transkrip akademik yang menggunakan bahasa
selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris harus diterjemahkan
ke dalam bahasa Inggris oleh institusi pendidikan kedokteran atau
kedokteran gigiyang menerbitkan ijazah tersebut;

d. salinan surat tanda registrasi atau surat keterangan telah terregistrasi
sebagai dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang masih berlaku
dan telah dilegalisir oleh Badan Regulator Kedokteran atau
Kedokteran Gigi yang diakui oleh Pemerintah di negara asal atau
negara terakhir tempat pemohon melakukan praktik kedokteran;

e. salinan Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku dan telah dilegalisir
oleh organisasi profesi Kedokteran atau Kedokteran Gigi yang diakui
oleh Pemerintah di negara asal atau negara terakhir tempat pemohon
melakukan praktik kedokteran;

f. surat ...
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(2)

f. surat keterangan terdaftar sebagai anggota profesi dan aktif
melat~kan prak:ik ked~kteranserta mengikuti pendidikanjpelatihan
profesi berkelanjutan di negara asal atau negara terakhir tempat
pem~hon melakukan praktik kedokteran;

g. sura~ pernyataan telah mengueapkan sumpahjjanji dokter atau
dokter gigi;

h. surat pernyataan bermaterai tentang penyerahan hak atas
penggunaan data pribadi yang tereatat dalam sistem Registrasi KKI;

1. bukti asli pembayaran biaya Registrasi Sementara; dan
j. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 em sebanyak 4 (empat) lembar

dan ukuran 2 x 3 em sebanyak 2 (dua) lembar.
Daftar rikayat hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat
sesuai dengan format daftar riwayat hidup sebagaimana tereantum dalam
Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KKI
In!.

Permohonan Registrasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukah seeara tertulis dan dibuat sesuai dengan formulir sebagaimana
tercantub dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Perdturan KKIini.
Seluruh dokumen yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a sampai huruf i harus menggunakan bahasa Indonesia atau
bahasa Inggris.
Bagi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a sampai huruf
i menggJ~nakan bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris harus
diterjemlhkan ke dalam bahasa Inggris oleh institusi yang menerbitkan
dokume I tersebut tersebut.
Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),Dokter WNAdan
Dokter GigiWNAyang akan melakukan pelayanan kesehatan juga harus
memiliki Letter of Good Standing sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13.
Institusi penyelenggara kegiatan bakti sosial harus memenuhi
persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(3)

(3)

(4)

(5)

(6)

Bagian Ketiga
Tata Cara Registrasi Sementara untuk melakukan Bakti Sosial

I Pasa152

KKI meneliti kelengkapan dan menilai keabsahan dokumen permohonan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dalam rangka pelaksanaan evaluasi
administrasi, paling lama 7 (tujuh) hari sejak berkas lengkap permohonan
diterima.

Pasal 53 ...
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Pasal53

(1) Pelaksanaan evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
52 dilakukan berdasarkan permintaan secara tertulis dari KKI,oleh:
a. DitjenL Dikti untuk penyetaraan ijazah dan sistem pendidikan

akade ik;
b. Kolegihm terkait melalui MKKI/MKKGIuntuk penilaian kesetaraan

sistem pendidikan profesi dan kompetensi;
c. Organisasi Profesi untuk melakukan penilaian:

1. standar pelayanan medis dan standar profesi di negara asal;
2. sistem pendidikanjpelatihan kedokteran atau kedokteran glgl

be Ikelanjutan di negara asal.
Penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka
waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak surat permintaan KKI
diterima.l
Kolegiu1 terkait menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud
pada aya~ (1) huruf b kepada KKImelalui MKKI/MKKGI.
Organisasi Profesi menyampaikan hasil penilaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c kepada KKIdengan memberikan tembusan kepada
Kolegiu I terkait.

(2)

(3)

(4)

Pasal54

(1) Berdasarkan hasil evaluasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal53:
a. dalarrt hal tidak terpenuhi kesahan dan kesetaraan ijazah serta

trans~rip akademik, kesetaraan sistem pendidikan dan kompetensi,
standar pelayanan medis dan standar profesi danj atau pendidikan dan
pelatihan kedokteran Zkedokteran gigi berkelanjutan, KKI akan
mengesahkan surat keterangan hasil evaluasi administrasi dan
menerbitkan surat penolakan permohonan Registrasi Sementara;

b. dalam hal terpenuhinya persyaratan evaluasi administrasi meliputi
kesahan dan kesetaraan ijazah serta transkrip akademik, kesetaraan
sistem pendidikan dan kompetensi, standar pelayanan dan standar
profe,i dan/ atau pendidikan dan pelatihan kedokteranj kedokteran
gigi Iberkelanjutan telah dipenuhi sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku, KKI akan mengesahkan surat
keterangan hasil evaluasi administrasi dan menerbitkan surat
pengantar evaluasi kompetensi bagi Dokter WNAdan Dokter GigiWNA
yang akan melakukan pelayanan kesehatan dalam rangka bakti sosial.

(2) KKI menyampaikan surat penolakan permohonan Registrasi Sementara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a atau surat pengantar
evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kepada
Dokter WNA dan Dokter Gigi WNAyang akan melakukan pelayanan
kesehatan dalam rangka bakti sosial dengan ditembuskan kepada
Kolegiumterkait dan Organisasi Profesi.

(3) Berdasarkan ...
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(3) Berdasarkan surat pengantar evaluasi kompetensi sebagaimana dimaksud
pada ayalt (1) huruf b, Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan
melakukJn pelayanan kesehatan dalam rangka bakti sosial harus
melengk~pi dokumen keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan
perundlg- undangan yang berlaku.

Pasa155

Dokter WNAdan Dokter Gigi WNAyang akan melakukan pelayanan kesehatan
dalam rangka bakti sosial yang telah memenuhi persyaratan evaluasi
administrasi harus mengikuti evaluasi kompetensi sesuai ketentuan

Iperundang-urr-dangan yang berlaku.

Pasal56

Pelaksanaan evaluasi kompetensi dilakukan setelah Dokter WNAdan Dokter
GigiWNApe~ohon melengkapi persyaratan sebagai berikut:
a. surat kete angan sehat fisik dan mental yang masih berlaku dari dokter

WNI yang memiliki SIP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

b. surat perI1jYataanbermaterai akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan
etika profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku di Indonesia;

c. fotokopi plspor yang masih berlaku; dan
I

d. surat izin keimigrasian dan ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan
peraturan IPerundang-undangan yang berlaku.

I Bagian Keempat
P1enerbitanSTR Sementara untuk melakukan Bakti Sosial

Pasa157

KKImenerbitkan STR Sementara bagi Dokter WNAdan Dokter Gigi WNAyang
akan melakukan pelayanan kesehatan dalam rangka bakti sosial setelah
menerima surat keterangan selesai adaptasi penilaian kemampuan dan
salinan sertifikat kompetensi yang dilegalisir asli dari Kolegium terkait di
Indonesia.

Pasal58

(1) KKImenerbitkan STR Sementara bagi Dokter WNAdan Dokter Gigi WNA
yang akan melakukan pelayanan kesehatan dalam rangka bakti sosial
dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dokumen
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 diterima dan terpenuhi serta telah
diverifikasi dan divalidasi.

(2) STR ...
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(2) STR Sementara ditandatangani oleh:
a. Ketua KK, untuk Dokter WNA;
b. Ketua KKG,untuk Dokter Gigi WNA.

(3) KKI merrlberikan STR Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
kepada dokter WNAdan Dokter Gigi WNApemohon dalam bentuk:
a. STR Semen tara as li 1 (satu) lembar; dan
b. salinan STR Sementara yang telah dilegalisir 1 (satu) lembar.

Pasal59

(1) STR Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 yang telah
ditandatangani oleh Ketua KK/Ketua KKG dan salinannya yang sah
berlaku paling lama 3 (tiga) bulan.

(2) STR Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berlaku
untuk 1 (satu) kegiatan bakti sosial sesuai tang gal dan tempat kegiatan
yang diajukan oleh penyelenggara bakti sosial.

(3) Masa be~laku STR Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
dapat diperpanjang.

BABVIII
REGISTRASISEMENTARABAGI DOKTERWNADANDOKTERGIGIWNA

YANGMELAKUKANPENELITIANKEDOKTERAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasa160

(1) Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan melakukan penelitian di
bidang kedokteran dan kedokteran gigi yang kon tak langsung dengan
pasien di Indonesia wajib memiliki STR Sementara.

(2) Penelitian di bidang kedokteran atau kedokteran gigi sebagaimana
dimaksujd pada ayat (1) merupakan penelitian di bidang kedokteran dan
kedokteran gigi yang melibatkan manusia darr/ atau lingkungan yang
dapat mempengaruhi kesehatan manusia sebagai subjek penelitian.

Pasa161

(1) Penelitian di bidang kedokteran dan kedokteran gigi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 60 meliputi:
a. Penelitian mandiri;
b. Penelitian dalam rangka pendidikan.

(2) Penelitian ...
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(2) Penelitian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus
mendapatkan izin penyelenggaraan penelitian dari Menteri yang
menyelcnggarakan urusan pemerintahan di bidang riset dan teknologi
sete1ahmendapatkan rekomendasi dari Menteri Kesehatan.
Penelitian dalam rangka pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b ~arus mendapatkan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(3)

(1)
Pasa162

Penelitian mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1)huruf a
harus dilakukan pada :
a. institusi/badan/lembaga penelitian kesehatan Pemerintah/ swasta;

dan
b. lemba~a penelitian kesehatan internasional yang diakui Pemerintah.
PenelitiaI]1dalam rangka pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
61 ayat (1)huruf b harus dilaksanakan pada:
a. Institusi pendidikan yang terakreditasi;
b. Rumah sakit pendidikan.

(2)

Pasa163

(1) Dokter WNA dan Dokter Gigi WNAharus memiliki kualifikasi dengan
kompetensi:
a. untuk penelitian mandiri minimal Doktor dan memiliki sertifikat

sebagai peneliti;
b. untuk penelitian dalam rangka pendidikan Dokter spesialis WNAdan

Dokter gigi spesialis WNA.
Penelitian dalam rangka pendidikan bagi Dokter WNAdan Dokter Gigi
WNA pelserta PPDSjPPDGS maupun peserta fellowship sebagaimana
dimaksutl pada ayat (2) huruf b wajib didampingi oleh dokter spesialis
warga negara Indonesia atau dokter gigi spesialis warga negara Indonesia
dengan ~ualifikasi sebagai peneliti.

(2)

Pasa164

Kegiatan penelitian di bidang kedokteran/kedokteran gigi harus:
a. memiliki kejelasan maksud, tujuan, objek penelitian, dan metodologi yang

dipergunakan;
b. memiliki manfaat penelitian yang dilakukan bagi bidang kesehatan di

Indonesia;
c. bukan penelitian dengan menggunakan metode uji klinik (clinical trials;
d. memiliki ethical clearance dari Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan

atau institusi pendidikan terkait;
e. mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang riset dan

teknologi;
f. mengikuti ...
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f. mengikuti I ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Material
Transfer AfJreement;

g. memiliki izin penyelenggaraan penelitian bagi peneliti mandiri yang
diberikan pleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang risdt dan teknologi setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri
melalui Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
Kementerian Kesehatan, serta surat rekomendasi dari Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia;

h. wajib memenuhi persyaratan Registrasi Sementara untuk mendapatkan
STR semejtara.

I Bagian Kedua
Persyaratan Registrasi Sementara untuk Melakukan Penelitian

(1)

I Pasa165
Untuk mendapatkan STR Sementara, Dokter spesialis WNAdan Dokter
gigi spesialis WNAyang akan melakukan penelitian di bidang kedokteran
dan ke10kteran gigi yang kontak langsung dengan pasien, harus
mengajukan permohonan Registrasi Sementara kepada KKI dengan
melampirkan:
a. daftar riwayat hidup;
b. surat keterangan pengalaman kerja dalam 5 (lima) tahun terakhir

berturut-turut sesuai dengan kompetensi di bidang keprofesiannya;
c. salinan ijazah dan transkrip akademik, dengan ketentuan:

l. salinan ijazah dan transkrip akademik tersebut telah dilegalisir
I

oleh institusi pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi yang
1enerbitkan ijazah tersebut dan institusi pendidikan kedokteran
atau kedokteran gigi tersebut diakui oleh Pemerintah Republik
Indonesia;

2. bagi ijazah dan transkrip akademik yang menggunakan bahasa
selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris harus diterjemahkan
ke dalam bahasa Inggris oleh institusi pendidikan kedokteran atau
kedokteran gigiyang menerbitkan ijazah tersebut;

d. salinan surat tanda registrasi atau surat keterangan telah terregistrasi
sebagai dokter spesialis atau dokter gigi spesialis yang masih berlaku
dan telah dilegalisir oleh Badan Regulator Kedokteran atau
Kedokteran Gigi yang diakui oleh Pemerintah di negara asal atau
negara terakhir tempat pemohon melakukan praktik kedokteran;

e. salinan Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku dan telah dilegalisir
oleh organisasi profesi Kedokteran atau Kedokteran Gigi yang diakui
oleh Pemerintah di negara asal atau negara terakhir tempat pemohon
melakukan praktik kedokteran;

f. surat ...
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f. surat keterangan terdaftar sebagai anggota profesi dan aktif
melakukan praktik kedokteran serta mengikuti pendidikan Zpelatihan
profe~i berkelanjutan (continuous professional development) di negara
asal latau negara terakhir tempat pemohon melakukan praktik
kedokteran;

g. suratl pernyataan telah mengueapkan sumpab /janji dokter atau
dokter gigi;

I
h. surat pernyataan bermaterai akan kembali ke negara asal setelah

menyelesaikan penelitian di Indonesia;
1. suratl pernyataan bermaterai tentang penyerahan hak atas

penggunaan data pribadi yang tereatat dalam sistem Registrasi KKI;
J. bukti

l

asli pembayaran biaya Registrasi Semen tara; dan
k. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 em sebanyak 4 (empat) lembar

dan ukuran 2 x 3 em sebanyak 2 (dua) lembar.
(2) Daftar rirayat hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat

sesuai dengan format daftar riwayat hidup sebagaimana tereantum dalam
Lampiran I merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan KKIini.

(3) Permohonan Registrasi Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan seeara tertulis dan dibuat sesuai dengan formulir sebagaimana
tereantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan KKIini.

(4) Seluruh dokumen yang dilampirkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a sampai huruf j harus menggunakan bahasa Indonesia atau
bahasa Inggris.

(5) Bagi dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a sampai huruf
j menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris harus
diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh institusi yang menerbitkan
dokumen tersebut tersebut.

(6) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dokter WNAdan
Dokter GigiWNAyang akan melakukan penelitian juga harus :
a. memiliki Letter of Good Standing sesuai ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 13; dan
b. memiliki rekomendasi dari Badan Penelitian dan Pengembangan

Kesehatan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

Bagian Ketiga
Tata Cara Registrasi Sementara untuk Melakukan Penelitian

Pasa166

Ketentuan mengenm tata eara Registrasi Sementara untuk mengikuti
pendidikan darr/ atau pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan
Pasal 30 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara Registrasi
Sementara bagi Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang akan melakukan
penelitian di bidang kedokteran/kedokteran gigi.

Bagian Keempat ...
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Bagian Keempat
Penerbitan STRSementara untuk Melakukan Penelitian

Pasa167

KKIrnenerbitkan STR Sementara bagi Dokter WNAdan Dokter GigiWNAyang
akan melakukan penelitian di bidang kedokteranjkedokteran gigi, setelah KKI
menerima surat keterangan selesai adaptasi penilaian kemampuan
berdasarkan 1dokumen kompetensi (portofolio) dan salinan sertifikat
kompetensi YTngdilegalisir asli dari Kolegium terkait di Indonesia.

Pasa168

Ketentuan mengenai penerbitan STR Sementara bagi Dokter WNAdan Dokter
GigiWNAyang akan melakukan pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 49 berlaku seeara mutatis mutandis
terhadap penerbitan STR Sementara bagi Dokter WNAdan Dokter Gigi WNA
yang akan melakukan penelitian di bidang kedokteranjkedokteran gigi.

(3)

BABIX
DUPLIKASISTR

I Pasa169
Jika STR Bersyarat atau STR Sementara hilang atau rusak, KKI dapat
menerbitkan duplikat STRBersyarat atau duplikat STRSementara.
DuPlikat/ STR Bersyarat atau duplikat STR Sementara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada pemohon yang
mengajukan permohonan seeara tertulis kepada KKI dengan
melampirkan:
a. surat keterangan kehilangan STR BersyaratjSTR Sementara dari

kepolisian setempat atau melampirkan STR Bersyaratj STR Sementara
yang rusak;

b. surat rekomendasi dari Organisasi Profesi terkait;
e. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 em sebanyak 4 (empat) lembar

dan 4kuran 2 x 3 em sebanyak 2 (dua) lembar; dan
d. buktil asli pembayaran biaya Registrasi Bersyarat atau Registrasi

Sementara.
Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2)merupakan pemohon yang
sesuai dengan ketentuan persyaratan dan tata eara STR Bersyarat atau
STRSementara.

(1)

(2)

BABX ...
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BABX
KETI9AKBERLAKUAN STR BERSYARAT DAN STR SEMENTARA

Pasa170

STR Bersyarat atau STR Sementara tidak berlaku karena:
a. dicabut altas dasar ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. habis .~asa berlakunya dan yang bersangkutan tidak melakukan

perpanjangan;
c. atas permintaan yang bersangkutan;
d. yang ber~angkutan meninggal dunia;
e. dieabut tKI.

BABXI
BIAYAREGISTRASI

Pasa171

(1) Biaya Registrasi Bersyarat dan biaya Registrasi Sementara untuk Dokter
WNA daj Dokter Gigi WNA yang akan melakukan Praktik Kedokteran di
Indonesif ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undang,6 yang berlaku.
Ketentujn lebih lanjut mengenai tata cara penetapan dan pembayaran
biaya R~~istrasi Bersyarat dan Registrasi Sementara untuk Dokter WNA
dan Dokter Gigi WNA yang akan melakukan Praktik Kedokteran di
Indonesi~ diatur dengan Peraturan KKI.

BAB XII
PENCATATANDAN INFORMASI

(2)

Pasa172

KK dan KKG
1

melakukan pencatatan setiap STR Sementara dan STR Bersyarat
yang diterbitkan serta yang dicabut dalam Direktori Registrasi Dokter WNA
dan Dokter gigi WNA.

Pasa173

(1) KKI secara berkala memberikan informasi mengenai STR Sementara dan
STR Bersyarat yang diterbitkan serta STR Sementara dan STR Bersyarat
yang dicabut dalam media KKI.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian informasi
SebagaiTana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KKI.

BAB XIII '"
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BABXIII
PEMBINAANDANPENGAWASAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasa174

(1) Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Registrasi
Sementara dan Registrasi Bersyarat serta penggunaan STR Sementara
dan STR Bersyarat dilakukan oleh KKI,Kementerian Kesehatan Republik
Indonesia, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia,
Dinas ~esehatan Provinsi, Dinas Kesehatan KabupatenjKota, dan
Organisa~i Profesi serta masyarakat lainnya di Indonesia sesuai dengan
fungsi d~n tugas masing-masing.

(2) Kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Praktik
Kedokteran.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan
terhadap penyelenggaraan Registrasi Sementara dan Registrasi Bersyarat
diatur dengan Peraturan KKI.

Pasa175

(1) KKI bersama tim pengawasan Orang Asing yang dibentuk oleh Menteri
yang membidangi masalah keimigrasian melakukan pengawasan terhadap
Dokter WNAdan Dokter GigiWNAyang melakukan Praktik Kedokteran di
Indonesia.

(2) Untuk Dokter WNAdan Dokter Gigi WNAyang melakukan penelitian di
I

bidang kedokteran dan kedokteran gigi di Indonesia KKI melakukan
I

pengawasan bersama dengan tim koordinasi pengawasan pelaksanaan
kegiatan penelitian yang dilakukan oleh perguruan tinggi asing, lembaga
penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing,dan orang asing
yang dibentuk oleh Menteri yang membidangi masalah ristek di Indonesia.

(3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.

Pasal 76
Dalam rangka pembinaan dan pengawasan, Ketua KKjKKG berkewajiban
untuk memelihara dan menjaga Registrasi Sementara dan Registrasi Bersyarat
Dokter WNAdan Dokter GigiWNA.

Bagian Kedua ...
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Bagian Kedua
Sanksi Administratif

Pasal 77

(2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan Dokter WNAdan Dokter Gigi
WNAyaJ,g melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan
KKI ini dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan
Registras1iSementara dan Registrasi Bersyarat dikenakan sanksi berupa
pencabu1ian STR Sementara atau STRBersyarat.

(2) Ketentuab lebih lanjut mengenai pembiriaan dan pengawasan Dokter
WNAda I Dokter GigiWNAdiatur dengan Peraturan KKI.

Paragraf 1
Jenis Sanksi

Paragraf 2
Penolakan IPenerbitan dan Pencabutan STRSementara dan STRBersyarat

Pasa178

Penolakan penerbitan atau pencabutan STR Sementara dan STR Bersyarat
dilakukan oleh Ketua KKatau Ketua KKGmelalui penerbitan surat keputusan
KK/KKG da~ disampaikan kepada Dokter WNAatau Dokter Gigi WNAyang
bersangkutan, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kementerian
Pendidikan ~an Kebudayaan Republik Indonesia, pemerintah daerah terkait,
Dinas kesehltan terkait, Organisasi Profesi dan Kolegium terkait di Indonesia.

BABXIV
KETENTUANPERALIHAN

Pasal79

Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang sedang mengurus Registrasi
Sementara dan Registrasi Bersyarat pada saat Peraturan KKIini mulai berlaku
dan telah memenuhi persyaratan Registrasi Sementara dan Registrasi
Bersyarat berdasarkan:
a. Keputusan KKI Nomor 17/KKI/KEP /IV/2008 tentang Pedoman Tata Cara

Registrasi Sementara dan Registrasi Bersyarat Dokter dan Dokter Gigi
Warga Negara Asing (WNA);atau

b. Peraturan KKINomor 157jKKIjPER/XII/2009 tentang Tata Cara Registrasi
Dokter dan Dokter Gigi Warga Negara ASEAN Yang Akan Melakukan
Praktik Kedokteran di Indonesia;

dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
KKIini.

BABXV...
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BABXV
KETENTUAN PENUTUP

Pasa180

Pada saat Peraturan KKI ini mulai berlaku:
a. Keputusa KKI Nomor 17 jKKIjKEPjIV j2008 tentang Pedoman Tata Cara

Registrasi Sementara dan Registrasi Bersyarat Dokter dan Dokter Gigi
Warga Ne ara Asing (WNA); dan

b. Peraturan KKI Nomor 157 jKKljPERjXIIj2009 tentang Tata Cara Registrasi
Dokter da Dokter Gigi Warga Negara ASEAN yang Akan Melakukan Praktik
Kedoktera di Indonesia;

die abut dan 1inyatakan tidak berlaku.

I Pasa181

Peraturan KiI ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap trang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
KKI ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal19 Desember 2013

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

MENALDI RASMIN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2014

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 298



A.

LAMPlRAN I

Peraturan KKI Nomor 17 Tahun 2013

FORMAT DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIE ADI

Nama lenqkab

Tempat tanggallahir

Jenis kelamin

Kewarganeqcl raan

Nomor Pas pqr

Alamat koresbodensi

Nomor Telep~n yang dapat dihubungi

Nomor Faksi~iIi

Nomor HP

Alamat Emaill

B. RIWAYAT PENDIDlKAN*

JENIS P~NDIDIKAN NAMA UNIVERSITAS/NEGARA TAHUN NOMOR IJAZAH

I

I

I
I
I

c. RIWAYAT PEKERJAAN*
I

PEKERJAAN/JABATAN NAMA INSTITUSI TAHUN

I

I

D. DAFTAR PUBLIKASI KARYA ILMIAHjKARYA PENELITIAN*

JUDUL PUBLIKASI TAHUN
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E. TINDAKAN MEDIS YANG PERNAH DILAKUKAN

................ ./. .

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Hormat saya,
Dokter WNAj Dokter Gigi WNA,

(Nama Lengkap)

* Daftar Riwayat Pendidikan, Riwayat Pekerjaan, dan Daftar Publikasi Karya Ilmiah/Karya Penelitian dapat ditambah

pada lembar tersTdiri.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

MENALDI RASMIN



Kepada Yth,
Ketua Konsil Kedokteran Indonesia
Di

LAMPlRANII
Peraturan KKI Nomor 17 Tahun 2013
FORMULIR PEMOHONAN STR
BERSYARAT

Jakarta.

Perihal : Perm()honan Registrasi Bersyarat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan Registrasi
Bersyarat dengan kelengkapan data sebagai berikut:

A. Data Diri
1. Nama lengkap .
2. 'Tempat /tanggal Lahir .
3. Jenis kelamin D Laki-laki [JPerempuan
4 . Warga ~egara .
5. No. Paspor .
6. Pendidikan terakhir .
7. J enis Praktik Kedokteran yang akan dilakukan:

mengikuti pendidikan sebagai peserta PPDS / PPDGS*)
8. Alamat .

I
9. Nomor 1elp/Fax
10.Alamat e-mail

I
B. Kelengkapan Dokumen Persyaratan Permohonan Registrasi Bersyarat bagi Dokter

WNA/Dokter GigiWNA

.......................................................... kode pas .

I. PERSYARA TAN EVALUASI ADMINISTRATIF

1. daftar riwayat hidup ( formulir pada lampiran I) D
2. fotokopi paspor yang masih berlaku D
3. surat keterangan pengalaman kerja dalam 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut sesuai dengan Dkompetensi di bidang keprofesiannya
4. salinan ijazah dan transkrip akademik yang telah dilegalisir oleh institusi pendidikan kedokteran Datau kedokteran gigi yang menerbitkan ijazah tersebut
5. salinan Surat Tanda Registrasi atau surat keterangan telah terregistrasi sebagai dokter atau Ddokter gigi yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh badan regulator kedokteran atau

kedokteran gigi yang diakui oleh pemerintah di negara asal atau negara terakhir tempat pemohon
melakukan Praktik Kedokteran

6. salinan Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh organisasi profesi Dkedokteran atau kedokteran gigi yang diakui oleh pemerintah di negara asal atau negara terakhir
tempat pemohon melakukan Praktik Kedokteran

7. surat keterangan terdaftar sebagai anggota organisasi profesi dan aktif melakukan Praktik DKedokteran serta mengikuti pendidikan/pelatihan profesi berkelanjutan di negara asal atau
negara terakhir tempat pemohon melakukan Praktik Kedokteran
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9. surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi 0
10. Letter of Gyd Standing dari negara asal atau negara terakhir tempat pemohon rnelakukan Praktik 0Kedokteran
11. Surat bukti Pjenerimaan sebagai peserta PPDS/PPDGS (admission letter) dari Institusi Pendidikan 0Kedokteran/lKedokteran gigi di Indonesia
12. surat pernyataan bermaterai akan kembali ke negara asal setelah menyelesaikan pendidikan 0di Indonesia
13. surat pernyataan bermaterai tentang penyerahan hak atas penggunaan data pribadi yang tereatat 0dalam sistem Registrasi KKI
14. bukti asli pembayaran biaya Registrasi Bersyarat 0
15. pasfoto ter~aru berwarna ukuran 4 x 6 em sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 2 x 3 em 0sebanyak 2 ~dua) lembar.

I II. PERSYARA TAN EVALUASI KOMPETENSI

16. surat keterangan sehat fisik dan mental yang masih berlaku dari Dokter WNI yang memiliki SIP 0sesuai dengan ketentuan Peraturan KKI NO.9 Tahun 2012
17. surat perny~taan bermaterai akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi sesuai 0dengan ketentuan Peraturan KKI No. 13 Tahun 2013
18. surat izin keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 0
19. sertifikat mampu berbahasa Indonesia dengan baik dari Pusat Bahasa Indonesia yang diakui 0oleh Pemerintah Indonesia

20. surat keterangan selesai adaptasi penyesuaian kemampuan melakukan praktik kedokteran dari 0Institusi Pendidikan tempat pelaksanaan adaptasi

21. salinan sertifikat kompetensi yang dilegalisir asli hasil evaluasi kompetensi dari kolegium terkait Ddi Indonesia

Demikian permohonan Registrasi Bersyarat ini saya sampaikan. Atas perhatiannya
diucapkanteta kasih.

Hormat kami,
Dokter WNAj IDokterGigiWNA, Institusi Penyelenggara Pendidikan,

(NamaLrngkap) (NamaKepala Institusi)

* Seluruh dokumen yang dilampirkan harus menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jika
menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris
oleh institusi yang menerbitkan dokumen tersebut.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

MENALDI RASMIN



LAMPIRANIII
Peraturan KKI Nomor 17 Tahun 2013
FORMULIR PEMOHONAN STR
SEMENTARA

Kepada Yth,
Ketua Konsil Kedokterari Indonesia
Di

Jakarta.

Perihal : Permohonan Registrasi Sementara

Saya yang bertanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan Registrasi
Sementara dengan ke1engkapan data sebagai berikut:

A. Data Diri
1. Nama lergkap .
2. Tempat~tangga1 Lahir .
3. Jenis kelamin D Laki-laki Dperempuan
4. Warga Negara .
5. No. Paspor .
6. Pendidikan terakhir .
7. Jenis Praktik Kedokteran yang akan dilakukan: (isi .-..;pada salah satu kotak)

D mengikuti pendidikan/pelatihan dalam rangka penguatan kompetensi
D mem~erikan pendidikan formal bidang kedokteran/kedokteran gigi sebagai tenaga pendidik profesi
D melak1ukan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran/kedokteran gigi untuk waktu tertentu
D melakukan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran/kedokteran gigi dalam rangka bakti sosial
D melakukan penelitian kesehatan di bidang kedokteranlkedokteran gigi

8. Alamat .
.......................................................... kode pos .

9. NomorTelpjFax .
10. Alamat e-mail .

B. Kelengkapan Dokumen Persyaratan Permohonan Registrasi Sementara bagi
Dokter WNAj Dokter Gigi WNA

I I. PERSYARA TAN EVALUASI ADMINISTRATIF

1. daftar riwayat hidup D
2. fotokopi paspor yang masih berlaku D
3. surat keterangan pengalaman kerja sesuai dengan kompetensi di bidang keprofesiannya :

* dalam 3 (tiga) tahun terakhir berturut-turut, khusus bagi pemohon STR Sementara yang akan D
mengikuti pendidikan/pelatihan dalam rangka penguatan kompetensi

* dalam 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut bagi pemohon STR Sementara lainnya. D
4. salinan ijazah dan transkrip akademik yang telah dilegalisir oleh institusi pendidikan kedokteran

atau kedokteran gigi yang menerbitkan ijazah tersebut D
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5. salinan Surat Tanda Registrasi atau surat keterangan telah terregistrasi yang masih berlaku dan
telah dilegalisir oleh bad an regulator kedokteran atau kedokteran gigi yang diakui oleh pemerintah di
negara asal atau negara terakhir tempat pemohon melakukan Praktik Kedokteran, sebagai :
* dokter atau dokter gigi bagi pemohon yang akan mengikuti pendidikan/pelatihan dalam rangka D

penquatan kompetensi
* dokter spesialis atau dokter gigi spesialis dengan kualifikasi tambahan bagi

- pemohon yang akan memberikan pendidikan formal di bidang kedokteran/kedokteran gigi D
sebagai ,tenaga pendidik profesi

- pemohon yang akan melakukan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran/kedokteran gigi D
* dokter spesialis atau dokter gigi spesialis bagi

- pemohOr yang akan melakukan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran/kedokteran gigi D
dalam rangka bakti sosial

- pemohoh yang akan melakukan penelitian kesehatan di bidang kedokteran/kedokteran gigi D
6. salinan Sertifikat Kompetensi yang masih berlaku dan telah dilegalisir oleh organisasi profesi

kedokteran ktau kedokteran gigi yang diakui oleh pemerintah di negara asal atau negara terakhir D
tempat pemohon melakukan Praktik Kedokteran

7. surat keterahqan terdaftar sebagai anggota organisasi profesi dan aktif melakukan Praktik
Kedokteran serta mengikuti pendidikan/pelatihan profesi berkelanjutan di negara asal atau D
negara terakhir tempat pemohon melakukan Praktik Kedokteran

8. surat pernyataan telah mengucapkan sumpah/janji dokter atau dokter gigi D
9. Letter of Good Standing dari negara asal atau negara terakhir tempat pemohon melakukan Praktik D

Kedokteran
10. surat pernyataan bermaterai akan kembali ke negara asal setelah mengikuti pendidikan/pelatihan

dalam rangka penguatan kompetensi, atau melakukan penelitian kesehatan*) di bidang kedokteranl
D

kedokteran gigi di Indonesia
11. surat pernyataan bermaterai tentang penyerahan hak atas penggunaan data pribadi yang tercatat D

dalam sistem Registrasi KKI

12. bukti asli pembayaran biaya Registrasi Sementara D
13. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 em sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 2 x 3 em D

sebanyak 2 (dua) lembar.

I II. PERSYARA TAN EVALUASI KOMPETENSI
14. surat keterangan sehat fisik dan mental yang masih berlaku dari Dokter WNI yang memiliki SIP D

sesuai deng~n ketentuan peraturan KKI NO.9 Tahun 2012
15. surat pernyataan bermaterai akan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi sesuai D

dengan ketentuan peraturan KKI No. 13 Tahun 2013

16. surat izin keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku D
17. surat izin ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku D
18. sertifikat mampu berbahasa Indonesia dengan baik dari Pusat Bahasa Indonesia yang diakui

oleh Pemerintah Indonesia, bagi pemohon yang akan :
- memberikan pendidikan formal bidang kedokteran/kedokteran gigi sebagai tenaga pendidik D

profesi, atau D
- melakukan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran/kedokteran gigi untuk waktu tertentu
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19. surat keterargan selesai adaptasi penilaian kemampuan melakukan praktik kedokteran (portofolio)
dari kOlegiu1 terkait, bagi pemohon yang akan :
- mengikuti rendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka penguatan kompetensi
- memberikf' n pendidikan formal bidang kedokteran/kedokteran gigi sebagai tenaga pendidik

profesi
- melakukai pelayanan kesehatan di bidang kedokteran/kedokteran gigi dalam rangka bakti sosial
- melakukan penelitian di bidang kedokteran/kedokteran gigi

o
o
o
o

20. surat keterangan selesai adaptasi penyesuaian kemampuan melakukan praktik kedokteran dari D
Institusi Pen~idikan tempat pelaksanaan adaptasi, bagi pemohon yang akan melakukan pelayanan
kesehatan 1i bidang kedokteran/kedokteran gigi untuk waktu tertentu

21. salinan sertlfikat kompetensi yang dilegalisir asli I surat keterangan pengakuan kompetensi
pemohon da!ri kolegium terkait di Indonesia D

22. Kelengkapa~ berkas dari institusi penyelenggara pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka D
penguatan kornpetensi, berupa:
1) surat k,terangan jenis pekerjaan/posisiljabatan dan jangka waktu keikutsertaan pemohon;
2) proff institusi penyelenggara;
3) mOdulgelatihan yang akan diselenggarakan;
4) tempat pelatihan yang akan diselenggarakan;
5) target p~ncapaian pelatihan yang akan diselenggarakan.

23. Kelenqkapan berkas dari Institusi Pendidikan penyelenggara pendidikan formal, berupa:
1) surat keterangan jenis pekerjaan/posisi/jabatan dan jangka waktu keikutsertaan pemohon;
2) proff institusi penyelenggara; dan
3) tempat pendidikan formal yang akan diselenggarakan

D

24. kelengkapan dari institusi penyelenggara pelayanan kesehatan, berupa: D
1) surat keteranqan dari pimpinan institusi pelayanan kesehatan tempat Dokter spesialis WNA dan

I

Dokter 9igi spesialis WNA melakukan pelayanan di bidang kedokteran dan kedokteran gigi yang
sekurang-kurangnya menerangkan jenis pelayanan yang dilakukan, kasus yang akan ditangani,
kompetensi yang dibutuhkan;

2) identitas dan daftar riwayat hidup Dokter WNI dan Dokter gigi WNI yang akan mendampingi;
3) profil penyelenggara pelayanan kesehatan; serta
4) jangka waktu keikutsertaan pemohon

25. Fotokopi surat izin penyelenggaraan kegiatan pelayanan kesehatan di bidang kedokteranl D
kedokteran gigi dalam rangka bakti sosial oleh dokter spesialis WNA dan/atau dokter gigi spesialis
WNA dari Menteri Kesehatan RI

26 Fotokopi STR dokter spesialis WNI atau dokter gigi spesialls WNI dengan kompetensi yang setara D
yang akan menjadi supervisi/pendamping dokter spesialis WNAIdokter gigi spesialis WNA yang
akan melakukan pelayanan kesehatan di bidang kedokteranl dalam rangka bakti sosial

27 Fotokopi STR dokter spesialis WNI atau dokter gigi spesialis WNI dengan kualifikasi sebagai peneliti D
yang akan mendampingi dokter spesialis WNA/dokter gigi spesialis WNA yang akan melakukan
penelitian dalam rangka pendidikan

28. Surat Rekomendasi bagi Doktor WNA yang memiliki sertifikat sebagai peneliti yang akan melakukan D
penelitian kesehatan di bidang kedokteranl kedokteran gigi, dari :
1) 8adan Penelitian dan Pen gem bang an Kesehatan, Kementerian Kesehatan RI D
2) Lembaga IImu Pengetahuan Indonesia
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29. Surat izin penyelenggaraan penelitian mandiri di bidang kedokteranl kedokteran gigi bagi Doktor D
WNA yang memiliki sertifikat sebagai peneliti dari Menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang riset dan teknologi RI

Demikian permohonan Registrasi Sementara ini saya sampaikan. Atas perhatiannya
diucapkan terima kasih.

Hormat kami, I
Dokter WNA/ ~okter GigiWNA, Institusi Penye1enggara

Pendidikan / Pelatihan / Pelayanan *)

(Nama Lengkap) (Nama Kepala Institusi)

*) Pilih dan coret yang tidak perlu

* Seluruh dokumen yang dilampirkan harus menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jika
menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris
oleh institusi yang menerbitkan dokumen tersebut.

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

MENALDI RASMIN



LAMPIRAN IV
Peraturan KKINomor 17 Tahun 2013
FORMULIR PERMOHONAN
PERPANJANGAN STR SEMENTARA

Kepada Yth, I
Ketua KonsilK dokteran Indonesia
Di

Jakarta.

Perihal : Permohonan Perpanjangan Registrasi Sementara

Saya yang beitanda tangan di bawah ini mengajukan permohonan perpanjangan
Registrasi Sementara dengan kelengkapan data sebagai berikut:

A. Data Diri
1. Nama lengkap

I

~: ~::~~~~:~:al Lahir 0 .~~~~~~~"D~~~~~~~~""""""""""""""''''''
4. Warga Negara .
5. No. Paspor .
6. Pendidikan terakhir , .
7. Jenis Praktik Kedokteran yang akan dilakukan: (isi ,f pada salah satu kotak)

D mengikuti pendidikan/pelatihan dalam rangka penguatan kompetensi
D memberikan pendidikan formal bidang kedokteran/kedokteran gigi sebagai tenaga pendidik prafesi
D melakukan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran/kedokteran gigi untuk waktu tertentuo melakukan penelitian kesehatan di bidang kedokteran/kedokteran gigi

8. Alamat I: .
.......................................................... kode pos .

9. NomorTelp/Fax .
10.Alamat e-mail 0 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

B. Kelengkapan Dokumen Persyaratan Permohonan Perpanjangan Registrasi
Sementara bagi Dokter WNA/Dokter GigiWNA

1. daftar riwayat hidup (formulir pada lampiran I ) 0
2. fotokopi pa1lspor yang masih berlaku 0

surat keterangan dari Kepala institusi penyelenggara pendidikan dan/atau pelatihan yang 0
3. menyatakan Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang bersangkutan masih harus mengikuti

pendidikan dan/atau pelatihan dalam ranqka pencuatan kornpetensl di Indonesia
surat keterangan dari Kepala Institusi Pendidikan penyelenggara pendidikan formal yang 0

4. menyatakan Dokter WNA dan Dokter Gigi WNA yang bersangkutan masih harus memberikan
pendidikan formal di Indonesia
Surat keterangan dari Kepala Institusi Pelayanan Kesehatan pengguna (Rumah sa kit) bahwa 0

5. jenis kompetensi Dokter WNA atau Dokter Gigi WNA belum dimiliki oleh dokter spesialis WNI dan
dokter QiQispesialis WNI, atau telah dimiliki oleh dalam iurnlah vanq sedikit
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6. fotokopi Surat Tanda Registrasi Sementara yang masih berlaku 0
7. surat pernyataan bermaterai akan kembali ke negara asal setelah mengikuti pendidikan/pelatihan 0

dalam rangka penguatan kompetensi, atau melakukan penelitian kesehatan*) di bidang kedokterani
kedokteran ~i~i di Indonesia

8.
I

surat pernyataan bermaterai tentang penyerahan hak atas penggunaan data pribadi yang tercatat 0
dalam sistem Registrasi KKI

9. bukti asf pe~bayaran blaya perpanjangan Registrasi Sementara 0
10. pasfoto terbaru berwarna ukuran 4 x 6 em sebanyak 4 (empat) lembar dan ukuran 2 x 3 em 0

sebanyak 2 (dua) lembar.
11. surat keterapgan sehat fisik dan mental yang masih berlaku dari Dokter WNI yang memiliki SIP 0

sesuai denqan ketentuan peraturan KKI No.9 Tahun 2012

12. surat izin keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 0

13. surat izin kJtenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku 0
14. Laporan hasll kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan dalam rangka penguatan kompetensi, 0

dari instituli penyelenggara, berupa:
1) surat k terangan jenis pekerjaan/posisi/jabatan dan jangka waktu keikutsertaan pemohon;
2) profil institusi penyelenggara;
3) modul pelatihan yang akan diselenggarakan;
4) tempat pelatihan yang akan diselenggarakan;
5) tarcet pencapaian pelatihan yang akan diselenggarakan.

15. Laporan hasil penyelenggaraan pendidikan formal dari Institusi Pendidikan, berupa: 0
1) surat keterangan jenis pekerjaan/posisiljabatan dan jangka waktu keikutsertaan pemohon;
2) profil institusi penyelenggara; dan
3) tempat pendidikan formal vam akan ciselencqarakan

I

16. Laporan hasil kegiatan pelayanan kesehatan dari institusi penyelenggara, berupa: 0
1) surat keterangan dari pimpinan institusi pelayanan kesehatan tempat Dokter spesialis WNA dan

Dokter gigi spesialis WNA melakukan pelayanan di bidang kedokteran dan kedokteran gigi yang
sekurang-kurangnya menerangkan jenis pelayanan yang dilakukan, kasus yang akan ditangani,
kompetensi yang dibutuhkan;

2) identitas dan daftar riwayat hidup Dokter WNI dan Dokter gigi WNI yang mendampingi;
3) profil p~nyelenggara pelayanan kesehatan; serta
4) jangka Iwaktu keikutsertaan pemohon

17. fotokopi STIR dokter spesialis WNI atau dokter gigi spesialis WNI dengan kompetensi yang setara 0
yang akan menjadi supervisi/pendamping dokter spesialis WNA/dokter gigi spesialis WNA yang
akan melakukan pelayanan kesehatan di bidang kedokteran

18. fotokopi STR dokter spesialis WNI atau dokter gigi spesialis WNI dengan kualifikasi sebagai peneliti D
yang akan mendampingi dokter spesialis WNA/dokter gigi spesialis WNA yang akan melakukan
penelitian dalam ranqka pendidikan
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Demikian permohonan perpanjangan Registrasi
Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Hormat kami, I
Dokter WNAj Dokter Gigi WNA,

Sementara lnl saya sampaikan.

Institusi Penyelenggara
Pendidikanj Pelatihanj Pelayanan *)

...................... -1- .

(Nama Lengkap) (Nama Kepala Institusi)

*) pilih/ caret yang tidak perlu

Seluruh dokumen yalg dilampirkan harus menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Jika menggunakan
bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa Inggris harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris oleh institusi yang
menerbitkan dokumen tersebut

KETUA KONSIL KEDOKTERAN INDONESIA,

ttd

MENALDI RASMIN


